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ABSTRAK

Nama ¢ Muhammad Aidil

Nim : 190102103

Fak / Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi
Syari’ah

Judul . Preferensi Pemilik Sawah Men-

Transformasi Lahan Sebagai Kawasan
Permukiman Di Kecamatan Darussalam
Menurut Magdasid Syari’ah.

Tanggal Munaqasyah® : 06 Juni 2024

Tebal Skripsi : 88 Halaman

Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Pembimbing 2 :  Yuhasnibar, M.Ag

Kata Kun¢i : Alih Fungsi, Kawasan Permukiman dan
Magqasid Syari’ah.

Peralthan fungsi lahan pertanian merupakan suatu cara untuk mengubah
lahan sawah untuk keperluan lain, salah satunya seperti perubahan lahan
menjadi kawasan permukiman. T.ahan pertanian dianggap sebagai barang
publik, hal ini disebabkan selain memberikan /manfaat yang bersifat
individual juga dapat.memberikanimanfaat yang bersifat sosial. Skripsi ini
fokus untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana upaya dan langkah-
langkah “srategi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di
Kecamatan Darussalam untuk melindungidiahan sawah menjadi wilayah
perumahan, 2) Bagaimana dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap
kesejahteraan petani dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja
pertanian di. Kecamatan Daruissalam.<3)»Bagaimana perlindungan fungsi
lahan pertanian dari lahan sawah menjadi~kawasan perumahan dalam
perspektif maqgashid syari’ah.” Metode ‘yang' digunakan vyaitu kualitatif
dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada 4 upaya
dan langkah-langkah strategi dalam mengurangi alih fungsi lahan yaitu
mengembangkan pajak tanah progresif, membatasi alih fungsi lahan sawah
yang masih produktif, alihfungsi lahan harus sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan perizinan lokasi, membentuk komisi pengendalian alih
fungsi di setiap daerah. Alih fungsi lahan memiliki dampak positif seperti
meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan harga jual
perumahan. Sedangkan dampak negatif yaitu berkurangnya lahan pertanian,
melambungnya harga pangan, serta menurunkan hasil produksi dalam skala
nasional. Magasid syari’ah juga menyatakan bahwa setiap melakukan
sesuatu harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat sekitar, bukan untuk
kepentingan dan keuntungan pribadi semata.
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KATA PENGANTAR
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Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadhirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah
dapat menyelesaikan penulisan_dengan baik dan benar. Salawat dan salam
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-
sahabatnya, karema, jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral
manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuaniyang begitu
melimpahsseperti saat ini.

Penulis karya ilmiah ini adalah pemenuhan dari salah satu syarat untuk
memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Darusalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul
“Preferensi Pemilik Sawah Mentransformasi L.ahan Sebagai Kawasan
Permukiman Di Kecamatan Darussaiam Menurut' Maqashid Syari’ah”
sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk“memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Syariah dan Hukum WIN Af-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna, hal ini dikarena~keterbatasan-kemampuan dan pengetahuan yang
dimiliki penulis. Akan tetapi, berkat kerja keras, doa, dan motivasi serta
masukan-masukan yang positif dari berbagai pihak; akhirnya penulis dapat
menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap
kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih
kepada:

1. Kepada Bapak DR. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh selaku Dekan

Fakuktas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya yang
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telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama
menulis skripsi.

. Kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA,M.Ag sebagai pembimbing |
dan Kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag. sebagai pembimbing II, yang
telah sepenuh hati dan penuh ikhlas membimbing penulis dalam

memyelesaikan skripsi ini.

. Penulis juga mengucap epada seluruh dosen-dosen

serta kepada s di lingkup lingkungan

--------

Muhammad Aidil
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1. Konsonan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam

sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di® bawah ini daftar huruf Arab itu dan
tranliterasinya dalam huruf Latins

Huruf

In f Huruf
Nama Hur}l Nama pum Nama ur}l Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak | tidak te (dengan titik
‘ Alif | dilamba | dilamba- b tya’ t} di bawah)
ngkan | ngkan
y zet (dengan
- Ba’ B b e
) \ 2 | 20 Gitikkii bawah)
koma terbalik
= Ta’ T T ‘ai ‘
. © ¢ A (diatas

. . es (dengan | :
& Ia’

Sla ° titik di atas) ¢ T g Ge
d Jim J Je o Fa’ fi Ef

ha'(dengan
C Ha’ H titik di T Qaf q Ki
bawah)

& Kha’ Kh ka dan ha d Kaf k Ka
> Da’l D De J Lam 1 El
5 Yal Y | Jet (dengan ¢ | Mim | m |Em
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titik di atas)

J R&’ Er o Nin En

J Zai Zet 3 Wau We

o Sin Es 2 H&’ Ha

o Apostrof

1) Vok

|||||
-------------

Kasrah

>

D{ammah




2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama
. L§ Fath}ah dan ya Ai adani
. /3 adanu
Contoh:

P
Y

Harakat d
Huruf
e
& Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
. }j Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

Jé - qala



4.

6.

& —rama
e -gila
jj-:-’ - yaqitlu
Ta’ Marbujah
Transliterasi untuk ta’ marbut}ah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup ataw'yang,mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah™“t”.
2. Ta’ marbutdh mati
Ta’ marbutah mati atau. yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata

yang memakai kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
JLZL&}U %5 - raudah al-afal/raudahiul aifal
gj@* i;j,uj\ - al-madinah al=munawwarah/al-madimatul munawwarah
isdb ~talhah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang padadulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah.atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan
huruf, yaitu'huruf yang sama dengan huruf-yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

J% - nazzala

“’};S\ - al-birr

Kata Sandang
Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa
sempang.

Contoh:

AN - ar-rajulu

lllllllllll
lllllllllllll

8.

Hanya kata-kata tertentu.yang-pei isannya-dengan. husuf Arab sudah lazim
digabungkan terhadap ka at.yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebu ; <: nga dengan kata lain yang

mengikutinya.
Contoh:
GBI 5 5 & & :Ji 3 Wa innalldha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
el 5 B2 A = Bismillahi majreha wa mursaha
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9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa
yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

G &5 & Sad AlhamdiiTillahi rabbi dl=alamin

A un’*jﬂ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu, disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

=) S3as Allaahu gafirun rahim

o ij‘ & Lillahi gdsamru jamt an/Lillahil-amru jami an

10. Tajwid

Untuk®mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi/ini adalah bagian yang tak.terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena
itu peresmian pedoman transliterasi int petrlu dibarengi dengan pedoman tajwid.
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan “Indonesia’ ditulis' seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama
lainnya ditulis sesuai-kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn
Sulaim-an.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat Aceh Besar termasuk yang berdomisili dalam
wilayah Kecamatan Darussalam umumnya bermata pencaharian sebagai petani
karena, kondisi geografis Kecamatafi Darussalam sangat cocok dijadikan sebagai
area persawahan dan kebun palawija. Umumnya sektorpertanian menjadi andalan
penghasilan dan.menjadi pekerjaan utama sebagian besar, masyarakat dengan
menggarap sawah untuk menanam padi, serta mendukung peketjaan masyarakat
untuk meningkatkan usaha di Kecamatan Darussalam ini. Pemerintah melalui
Dinas'Pengairan Aceh Besar telah membangun saluran irigasi primer di.kawasan
ini, sehingga pasokan air untuk kebutuhan sawah semakin terjaga, agar area
persawahan masyarakat tetap tercukupi air meskipun di saat musim kemarau.

Menurut laporan ‘statistik, pada,tahun 2007 jumlah penduduk tetap di
Kecamatan Darussalam._begjumlah=20:652 Jiwa. Kemudian di tahun 2016
berjumlah 25.853 Jiwa. Dengan adanya peningkatan jumlah .penduduk yang
mencapai 5.201 jiwa, maka hal.tersebut«diduga 'dapat menyebabkan terjadinya
perubahan fungsi lahan sawah. Pada tahun 2014 sampai 2019 seluas 4.929 Ha
lahan sawah 'di Aceh Besar-telah-dialihkan=fungsinya menjadi pemukiman
penduduk dan bangtnan lainnya oleh pemilik tanah.'

Pada realitas masyarakat terutama masyarakat urban dan perkotaan
peralihan fungsi lahan disebut sebagai sesuatu yang mutlak dibutuhkan karena

terjadi pergeseran pekerjaan dan orientasi kebutuhan terhadap lahan.?> Masyarakat

'Rizka Mahda. Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur
Gampong Dalam Perspektif Magqasid Syari’Ah (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar). (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, 2022), him. 3.

Muhammad Igbal dan Sumaryanto. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian
Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No.2, Juni
2007, hlm. 167.
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urban sekarang ini cenderung dihadapkan pada persoalan tanah dan rumah
sebagai tempat tinggal sehingga, kebutuhan primer ini mampu menggeserkan
terhadap kebutuhan lahan untuk mencari nafkah seperti lahan pertanian.

Kondisi ini disatu pihak telah menyebabkan berbeda perspektif tentang
kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah tentang peralihan fungsi lahan
karena pemerintah telah membuat sarana dan prasarana untuk lahan pertanian
khususnya persawahan untukesmasyarakat, tani. Hal tersebut tentu saja
menghabiskan dan membutuhkan banyak dana sehingga secara yuridis
pemerintah telah”melarang perubahan fungsi lahan sawah, sebagai hal yang
mutlak. Perbedaan kebutuhan antara masyarakat dengan pemerintah ini tentu
menjadi «dilema tersendiri baik untuk masyarakat maupun bagi program
pemerintah pada swasembada pangan.

Secara umum alih fungsi lahan produktif terutama yang tersedia irigasi
teknis akan berdampak negatif terhadap pasokan kebutuhan pangan masyarakat,
karena jumlah lahan yang terus mer0sot secara langsung akan mempengaruhi
tingkat kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri. Hal tersebut secara langsung
mengurangi penyerapan tenagakerja di bidang pertanian dan secara otomatis juga
berpengaruh terhadap jumlah panganwyang tersedia dalam masyarakat dan juga di
pasaran. Peningkatan laju alihs fungsi_pertanian ke penggunaan lain (non
pertanian) terutama pada daerah-daerah pedesaan yang lokasinya dekat dengan
pusat ekonomi mengakibatkan-ketersediaan-lahan-pertanian semakin berkurang
dan terbatas. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat dari terus
bertambahnya jumlah lahan pertanian yang beralih fungsi, maka hal ini akan
mengurangi jumlah garapan dan pada akhirnya akan berdampak pada
berkurangnya lapangan kerja buruh tani.?

Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan ruang lingkup perlindungan

lahan pertanian dengan menerapkan program terstruktur yang meliputi

SRauf A Hatu, Problematika Tanah; Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial
Masyarakat Petani, (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), him. 2.



perencanaan dan penetapan program perlindungan lahan, pengembangan lahan
pertanian produktif pengendalian dan pengawasan. Landasan hukum yang
mengatur tentang kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian yaitu
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,
mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi
lahan pertanian.

Perlindungan lahan pertanian dimaksudkan untuk melindungi kawasan
dan lahan pertaniann, dan menjamin tersedianya lahan pertanian, mewujudkan
kemandiriang ketahanan, dan kedaulatan lahan, melindungi kepemilikan lahan
pertaniandmilik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan
masyarakat, meningkatkan = perlindungan ° dan pemberdayaan » petani,
meningkatkan penyediaan lapangan |kerja | bagi kehidupan yang layak,
mempertahankan keseimbangan ckologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian
di kawasan kecamatan Darussalami Peraturan Pémerintah Nomor 12 Tahun
2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertaniang yang menetapkan bahwa
Pemerintal” Kabupaten/Kota memberikan Inseatif perlindungansiahan pertanian
kepada Petani dengan jenis berupabantuan keringanan pajak bumi dan bangunan,
pengembangan  infrastruktur < pertanian,  pembiayaan penelitian dan
pengembangan._ benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses
informasi dan teknologiypenyediaan-sarana-produksi-pertanian, bantuan dana
penerbitan sertifikat hak atastanah pada lahan pertanian serta penghargaan bagi
Petani berprestasi tinggi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja maka perlu
dilakukan pengalokasian lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Amanah
tersebut semakin dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2P). Dengan
Undang-Undang No0.41/2009 ini diharapkan dapat menekan laju konversi lahan

sawah dan mempertahankan fungsi ekologinya. Penyusunan Kawasan Pertanian



Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) wajib dilakukan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menjamin
keberlanjutan pasokan pangan untuk masyarakat dan sebagai upaya perlindungan
terhadap lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi.

Berdasarkan hasil data dari BPS, Aceh Besar, pada tahun 2019 dari 38,43
Km? wilayah kecamatan DarusSalam hanya tersisa 830 Ha untuk lahan
persawahan. Jumlah terSebut tentu sangat berkurang dari jumlah lahan pertanian
pangan berkelanjutan ‘yang ditetapkan dalam peraturanwdacrah. Pemerintah
Kabupaten Alceh Besar mengeluarkan regulasi dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomot 5 Tahun 2013 Sebagaimana yang dimaksud pada
ayat(1) bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan
oleh Pemerintah Kabupaten untuk/kepentingan umum atau jika terjadi bencana
alam.*

Pada kebiasaannya, pemeriatahhinengambil tanah dengan dalih untuk
kepentingan umum, kadang membuat masyarakat cedera, karena pemanfaatan
tanah yang‘diambil oleh pemerintah tidak sestaiidengan rencanasemula, bahkan
lebih cenderung melahirkan, kesengsaraanbagi masyarakat. Banyak tanah
masyarakat'digunakan untuk pemenuhan kebutuhan umum tersebut. Biasanya
negara melakukan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu
pertama, dengan cara-biasa sepertijual:beli; tukarmenukar, dan lain-lain. Kedua,
dilakukan melalui lembaga-lembaga pengadaan tanah dan ketiga, dilakukan
dengan lembaga pencabutan hak atas tanah.

Adapun realitas masyarakat khususnya di Kecamatan Darussalam yang
membutuhkan areal baru sebagai lokasi perumahan sangat dibutuhkan, hal ini

disebabkan banyak masyarakat urban yang berkerja di kawasan Banda Aceh dan

4Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 30 ayat 1 dan 2.



Aceh Besar berdomisili di wilayah ini baik secara permanen ataupu sewa. Hal ini
tentunya menyebabkan harga rumah termasuk rumah sewa meningkat tajam
apalagi setelah bencana Covid mereda. Hal ini menjadi atensi dan peluang bisnis
bagi kalangan developer dan pengembang properti untuk menguasai lahan-lahan
strategis sebagai lokasi pembangunan perumahan baru.

Lokasi perumahan yang dilihat oleh pihak developer sebagai tempat
pembangunan rumah baru bukanthanya areéaslahan tidak produktif namun juga
lahan-lahan produktif séperti kebun dan sawah yang berada di dalam Kecamatan
Darussalam yang merupakan wilayah strategis untuk pembangunan perumahan
karena lokasinya berdekatan dengan tempat-tempat dan sarana-sarana publik baik
pasar, sekolah, universitas, rumah sakit dan berbagai sarana publikilainnya. Hal
ini tentu saja menyebabkan lahan-lahan di kecamatan Darussalam menjadi mahal
karena berubah sesuai dengan mckanisme pasat.

Tingginya harga tanah dii Kecamatan Darussalam membuat sebagian
pemilik tanah pertanian baik lahangp@rkebunan maupun sawah tertartk dengan
tawaran pihak developer yang ingin meémbeli ataupin melakukan bargaining
untuk menerima sistem bagi hasil dari pertmahan yang akan dibangun oleh pihak
developer. Sehingga, berbagaivjenis _peérumahan telah dibangun oleh pihak
developer di wilayah Kecamatan;Darussalam termasuk di area-area persawahan
seperti gampong Tungkop, Lam Ujong, Limpok;. Tanjong Selamat, Lam
Timpeung, Lam| Keuneung;-Mireuk taman;-L.ampuja-dan berbagai gampong
lainnya, yang secara sukarela mengubah fungsi lahan untuk menjadi area
perumahan karena secara mekanisme pasar, tingginya minat konsumen yang
ingin membeli rumah di kawasan ini, sehingga telah mengubah area persawahan
menjadi lokasi perumahan.

Ada beberapa cara petani dalam memanfaatkan lahan sawah pada suatu
wilayah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu: (1) aspek fisik yang
berkaitan dengan iklim, jenis tanah, dan permukaan bumi; (2) aspek sosial seperti

ukuran dan kepemilikan lahan sawah, adat istiadat, dan kepercayaan; (3) aspek



ekonomi seperti pemasaran, pengangkutan, teknologi, kembagaan dan modal.
Selain itu, menurut pendapat peter (1968) bahwa cara petani memanfaatkan lahan
pertaniannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor alam
sekitar atau faktor ekologis wilayah seperti iklim, geomorfologi, asal tanaman dan
lahan yang menentukan batas ekologis terhadap suatu jenis tanaman atau ternak;
(2) faktor tradisional seperti faktom, sejarah, perubahan-perubahan dalam
masyarakat, organisasi sosial, adat istiadat,"agama dan kepercayaan; (3) faktor
ekonomi yang terkait déngan keuntungan dalam kegiatan produksi yaitu: modal,
tenaga kerja, teknologi dan pasar; (4) faktor politik yang.meliputi kebijakan dan
keputusan dari pemerintah terhadap kegiatan pemanfaatan lahan pertanian.
Namun, séjalan dengan perubahan dan perkembangan suatu wilayah, maka aspek-
aspek yang mempengaruhi petani juga mengalami perubahan sehingga terjadilah
perubahan cara pandang petani terhadap pemantaatan lahan sawah untuk kegiatan
pertanian maupun non pertanian.’

Adapun perubahan area pefSawahan menjadi/ permukiman menurut
kemaslahatan masyarakat dapat dilihat dalam jangka pendek maupun jangka
panjang, sehingga pertimbanganiterhadap pilihan‘tersebut harus dilakukan secara
baik untuk mewujudkan kemnaslahatanddan: menghindari kemafsadatan yang
muncul disebakan peralihan <fungst .. lahan tersebut. Dengan demikian
kemaslahatan harus diukur dengan logika yang benar dan tidak bersifat pragmatis,
Kemaslahatan termasukeprinsip-—dari-magdsid-syari ' ah, maka dari itu
kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari peralihan lahan pertanian
untuk pembangunan perumahan dapat ditinjau secara menyeluruh melalui
magqasid syari,,ah. Magqasid syari,,ah seperti yang dijelaskan oleh Imam as-
Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di

dunia maupun di akhirat. Namun untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus

SAtmaja, Dewa Made. Dampak Strategi Petani Dalam Merubah Arah Pemanfaatan
Lahan Sawah Terhadap Kenyamanan Hidup di Kota Denpasar. ISSN 0216-8138. Vol.16, Nomor
1. Juni 2015. hlm. 4.



disertai bukti atau dalil yang jelas.® Menurut Imam As-Syatibi ada lima bentuk
prinsip magqasid, yaitu menjaga agama (hifzu al-din), menjaga jiwa (hifzu al-nafs),
menjaga akal (hifzu al-,,aql), menjaga keturunan (hifzu al-nasb), menjaga harta
(hifzu al-mal). Dalam hal ini Imam As-Syatibi tidak memasukkan konsep
pemeliharaan lingkungan (hifdzil bi“ah) sebagai salah satu bentuk magasid
syari’ah, ia mengelompokkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari
menjaga harta (hifzu al-mal).

Di satu sisi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan mutlak
dibutuhkan untuk‘menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan dan juga
berfungsinya'fasilitas irigasi yang telah dibangun oleh pemerintah di kawasan ini.
Untuk itd pemerintah Kabupaten Aceh Besar tetap melakukan, bimbingan,
pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan
pertanian, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi
dan pengendalian lahan  pertanian. pengembangan, rtehabilitasi, konservasi,
optimalisasi dan pengendalian lahafi ‘pertanian lintas’ kabupaten atau kota.
penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.

Masyarakat pemilik lahan dthadapkan pada kompleksitas, permasalahan
dan harus memecahkan berbagairpermasalahan ekonominya. Oleh karena itu,
problematika ekonomi dalam, perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan
(fulfillment needs) dengan sumber daya alam yang tersedia.’” Atas dasar ini lah
pemilik lahan sawah-menyatakan-bahwa penjualan-hargalahan dengan nilai yang
tinggi atau sistem bagi hasil'dari perumahan yang dibangun dengan nilai yang
menguntungkan atau sistem bagi hasil yang menguntungkan sehingga peralihan
fungsi lahan harus dilakukan untuk memperoleh income dari lahan yang

dimilikinya. Apalagi saat ini banyak lahan persawahan dimiliki oleh orang yang

®As-Syatibi, AI-Muwafaqat fi Usul as-Syariah, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammsad,
t.th), hlm. 6.

"Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012) h.386.



tidak memiliki keahlian menggarap sawah karena area persawahan diberikan
kepada petani penggarap sehingga Ketika ada pihak developer yang menawarkan
untuk mengalihkan fungsi lahan maka pihak petani atau pemilik lahan ,menerima
penawaran tersebut dengan pertimbangan keuntungan yang bersifat fragmatis.

Hal inilah yang menyebabkan sebagian lahan memiliki perubahan fungsi
lahan sawah dapat diartikan sebagai perubahan terhadap fungsi dari suatu lahan
untuk dimanfaatkan pada sekterlain, baik™untuk pemukiman maupun bidang
industri yang mana dapat berdampak tethadap lingkungan dan potensi lahan itu
sendiri. Perubahan fungsi lahan sawah dari lahan pertaniansmenjadi perlindungan
terhadap produktif agar tidak berubah fungsi kearah non pertanian.

Pada konteks magqdashid syari’ah, perlindungan lahan bertujuan untuk
kemaslahatan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan juga pemeliharaan
lingkungan. Upaya dalam menjaga pelestarian lingkungan (Aifdz bi’ah) ini juga
termasuk ke dalam kategori tujuan dari maslahah dharuriyyah yang eksistensinya
perlu dijaga, sama seperti halnya dengan'menjaga kudliyatkhamsah yaitu menjaga
agama, jiwa, akal, keturunanidan harta. Sebagaimanadiketahui, pada prinsipnya
syariat mefigacu kepada kemaslahatan uwmat{ maka dari itu kemaslahatan bagi
pihak manapun yang berakibatdari,peralihan_lahan ini dapat ditinjau secara
menyeluruh melalui konsep maqdshid syari ah.®

Konsep magashid syari’ah ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi
acuan dasar dalam keberislaman-yang-sudah-dijelaskaii-di atas. Adapun ruh dari
konsep Magasid Syari’ahadalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus
menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar 'u al-

mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari magqashid

8Rizka Mahda. Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur
Gampong Dalam Perspektif Magqasid Syari’Ah (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar). (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, 2022), him. 6.



syari’ah tersebut adalah maslahat, karena islam dan maslahat laksana saudara
kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Kemaslahatan merupakan segala hal yang menyangkut dengan rezeki dan
kebutuhan hidup manusia. Kemaslahatan termasuk prinsip dari magashid
syari’ah, maka dari itu kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari
peralihan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dapat ditinjau secara
menyeluruh melalui maqgashid syart ah.

Kabupaten Aceh Besar kecamatan Darussalam merupakan kawasan yang
terus mengalami“peningkatan penduduk. Hal tersebutsssangat berpengaruh
terhadap akibat perubahan fungsi lahan sawah. Khusus di Kecamatan Darussalam
perubahan fungsi lahan sawah ini terjadi sangat cepat, beberapa area persawahan
produktif seperti di wilayah Gampong Tanjung Selamat, Gampong, Suleu,
wilayah Gampong Tungkop, wilayah Lamduro, telah berubah Sama fungsi
menjadi area pemukiman. Dengan banyaknya developer yang menjadikan daerah-
daerah tersebut menjadi daerah perumahan strategisé

Adanya perubahan “fungsi lahan pertaniansdi kalangan masyarakat
Kawasan Aceh Besar kecamatan Darussalam.dapat mengakibatkan sempitnya
lahan pertanian yang berdampak: secara langsung bagi para petani, hal ini
mengakibatkan menurunnya jumlah,.produksi padi petani sehingga, akan
berpengaruh pada ketersediaan pangan masyarakat. Selain itu berkurangnya lahan
pertanian juga dapat-mengakibatkan-—meningkatnya-jumlah pengangguran,
masyarakat yang pencahariannya sebagai petani dapat kehilangan perkerjaannya.
Perubahan fungsi lahan sawah tidak sepenuhnya menimbulkan kerugian, karena
sebahagian masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan yang sudah terjadi
perubahan sebagai tempat pembangunan, ada yang mendirikan rumah kontrakan
dan ada pula yang mendirikan ruko sebagai tempat untuk memperoleh

pendapatan. Namun disisi lain perubahan fungsi lahan sawah tidak berdampak

% Hasil penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
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baik bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dikarenakan perubahan fungsi
lahan dapat berpengaruh terhadap jumlah produksi pangan masyarakat.'°

Sementara itu pertambahan jumlah penduduk, peningkatan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat berimplikasi terhadap meningkatnya
berbagai kebutuhan dan fasilitas yang semuanya membutuhkan lahan. Sehingga
dalam konsep maqashid syariah pengelolaan lahan sawah dilihat dari jumlah
lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan baik di pemerintah
maupun kalangan masyarakat. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan
kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat, yang.dislain sisi masyarakat
membutuhkan lahan untuk perumahan sedangkan pemerintah tetap
mempertahankan lahan untuk kepentingan masa depan masyarakat yang
membutuhkan bahan pokok.

Masyarakat di Kecamatan/Darussalam yang berprofesi sebagai petani,
pada dasarnya membutuhkan modal yang besar untuk menggarap sawah karena
biaya yang harus dikeluarkan petaniufituk menggarap sawah biasanya merupakan
hal-hal'yang tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri seperti membajak sawah dan
perontokan”padi yang semuanya menggunakan'mesin yang harus disewa dan
dikerjakan oleh pihak lain. Biayajlainnya‘yang muncul dalam pengelolaan sawah
adalah kebutuhan untuk membelisbibit; pupuk, insektisida, dan alat-alat pertanian
seperti cangkul dan sabit. Biaya ini cenderung berat untuk ditanggung oleh pihak
petani sehingga | harus=diperjanjikan-dari-awal-oleh-kedua pihak agar tidak
mempengaruhi proses bagi hasil terutama sistem bagi hasil dalam bentuk profit
sharing.!! Semua biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengelolaan sawah ini
harus disediakan oleh pihak petani penggarap sendiri tanpa ada kontribusi
finansial dari pihak pemilik lahan sama sekali, biaya tersebut harus tersedia

sebagai modal awal untuk pengelolaan sawah.

10 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hal 96.
""Wawancara dengan Muhammad Dan, Ketua Pertanian Gampong Lampuuk, pada
tanggal 10 November 2021 di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam
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Kebutuhan manusia akan lahan selalu mengalami perubahan dari waktu
ke waktu, hal ini dikarenakan lahan dimanfaatkan untuk kepentingan hidup
manusia. Kebutuhan akan lahan non pertanian cenderung terus mengalami
peningkatan, seiring pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia, maka
penguasaan dan penggunaan lahan mulai beralih fungsikan. Sehingga
berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut
permasalahan ini dan mengangkatnya dalam_skripsi dengan judul “Sistem
Proteksi Perubahan EHungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam
Perspektif magashid, syari’ah (Studi  Penelitian di Kecamatan Darussalam

Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalah’ berkaitan dengan upaya perlindungan lahan
pertanian di kawasan Aceh Besar dart perubahan fungsi lahan sawah menurut
konsep Magashid \Syari ah suatu_penelitian” di kecamatan Darussalam.
Berdasarkan dari permasalahan tetsebut, maka penulis memfokuskan terhadap
pembahasan.rumusan masalah scbagai berikut:

1. Bagaimana upaya dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh
masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk melindungi
lahan sawah menjadi wilayah perumahan?

2. Bagaimana dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap kesejahteraan
petani dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di
Kecamatan Darussalam?

3. Bagaimana perlindungan fungsi lahan pertanian dari lahan sawah menjadi

wilayah perumahan dalam perspektif Magashid Syari’ah?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis

bertujuan untuk?
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1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan langkah-langkah srategis yang
di lakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Darussalam
untuk melindungi lahan sawah yang telah menjadi kawasan perumahan.

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan fungsi lahan sawah
terhadap kesejahteraan petani dan keberlangsungan serta ketersediaan
lahan kerja pertanian di kecamatan darussalam.

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan fungsi lahan pertanian dari
lahan sawah menjadi wilayah perumahan dalam perspektif Magdashid

Syari’ahs

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah digunakah untuk penjelasan makna dari kata kunci yang
terdapat pada judul dan fokus terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan
maksud dan pemahaman peneliti dengan judul “Preferensi Pemilik Lahan Sawah
Mentransformasikan, Lahan Sebagai,Kawasan Permukiman di Kecamatan
Darussalam menurut Maqdshid Syarz afi.

1. Preferensi

Preferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pilihan,

kecenderungan, minat atau kesukaan." Preferemsi yang berarti minat atau
kesukaan.'? Jadi, preferensi-atau-ininat-meiupakan motivasi yang mendorong
orang untuk melakukanya yang mereka inginkan bila ‘mereka bebas memilih.
Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam ‘melakukan fungsinya
kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai
kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analis, sedangkan perasaan yang
bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi
sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar

kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.'?

12 http://kbbi.web.id/preferensi.html diakses pada tanggal 17 Januari 2024
13 Sukanto, Fisiologi, (Jakarta: Integritas Press, 1997), hlm. 120.
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2. Peralihan Fungsi (Transformasi)

Peralihan fungsi merupakan bentuk konsekuensi logis dari perkembangan
potensial /and rent di suatu lokasi. Peralihan fungsi lahan pertanian adalah
merubah lahan sawah untuk peruntukan hal lain, salah satunya seperti perubahan
lahan menjadi kawasan permukiman. Oleh karena itu, lahan pertanian dianggap
sebagai barang publik, hal ini disebabkan selain memberikan manfaat yang
bersifat individual juga dapat memiberikan manfaat yang bersifat sosial.'*

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk
penggunaan lainsdiSebabkan oleh faktor-faktor yang secarasgaris besar meliputi
keperluan ufituk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah
jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.'

Umumnya peralihan fungsi lahan telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, yang bertujuan nntuk mewujudkan dan menjamin ketersediaan
lahan pertanian pangan berkelanjutanymewujudkandkemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan nasienaly meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan
petani, memberikan kepastian: berusaha tani dan mewujudkanwkeseimbangan
ekologis serta investasi infrastruktur pertanian; '°

3. Lahan Pertanian
Lahan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kehidupan

manusia karena |setiapaktivitas-manusia-selalu-terkait dengan tanah. Tanah

4Santi, Yona Kurnia. Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman di Desa
Bumiarum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020. (Skripsi S-1, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2021), hlm. 15.

"Kapantow dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan
Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarense / 110314003, Artikel
Program Studi Agribisnis, 2015, hlm. 4.

1 Rahmatullisa, Asri. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan
Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus
Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan). (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 21.
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merupakan (sekumpulan tubuh alamiah, mempunyai kedalaman lebar yang ciri-
cirinya mungkin secara langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian
sekarang) ditambah ciri-ciri fisik lain seperti penyediaan air dan tumbuhan
penutup yang dijumpai.'’

Lahan pertanian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lahan
yang digunakan untuk usaha pertanian, memproduksi tanaman pertanian, dan
sebagainya.!® Lahan pertanianjuga disebutsdengan lahan yang ditujukan atau
cocok untuk dijadikandahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian
maupun hewan teffiak. Lahan pertanian merupakan salah satu.sumber daya utama
pada usaha pertanian. tanah pertanian adalah semua tanah, tanah belukar bekas
ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Lahan
pertanian dijadikan untuk bercocok tanam, menghasilkan bahan pangan untuk
dikonsumsi, menciptakan lapangan’kerja, dan lain lain. Lahan pertanian Pertanian
suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari
tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lahafi mempunyaifungsi baik secara ekologis
sebagal muka bumi (biosfer) tempat di mana ada kehidupan, tetapi lahan juga
berfungsi sSosial ekonomi yang dipandang’ sebagai sarana produksi, benda
kekayaan/bernilai ekonomi, maupun mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan
masyarakat umum.

4. Permukiman

Pada Undang=Undang-INo-4-Tahun-1992 pasal-3;-permukiman merupakan
bagian dari lingkungan hidup-diluar Kawasan lindung, baik yang berupa kawasan
perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Satuan

lingkungan permukiman merupakan kawasan perumahan dalam berbagai bentuk

"Kapantow dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan
Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarense / 110314003, Artikel
Program Studi Agribisnis, 2015, hlm. 4.

18 hitps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan%20pertanian



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan%20pertanian

15

dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, sarana dan prasarana lingkungan
yang terstruktur.
5. Magdshid Syari’ah

Magashid syari’ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang
dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti
dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan
menghilangkan kemudharatang=“Sedangkanw.mabadi’ (pokok dasar) yakni
memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan, persamaan dan
kemerdekaan. Maqgashid syariah atau mashlahat dhuriyyahsmerupakan sesuatu
yang penting'demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut
tidak terwujud maka akan menimbulkan Kerusakan bahkan hilangnya hidup dan
kehidupan. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar akan memaparkan secara utuh dan
gamblang tentang gambaran konsep magashid syariah dan dijelaskan pula lima
pokok  kemaslahatan * menurut “peringkat « dan tingkat kepentingan dan

kebutuhannya.*

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini untuk mengetahiteori-teori yang detail dengan masalah
yang diteliti. Dari kajian tersebut, maka kajian pustaka yang akan menjadi
pemikiran dalam menyusun-penelitian-ini-Penulis mengumpulkan beberapa
sumber beberapa karya ilmiah lainnya untuk memperoleh data yang detail dari
pengetahuan-pengetahuan yang didukung. Menggunakan sumber yang berkaitan
dengan masalah untuk diteliti.

Pertama, “peralihan lahan pertanian untuk pembanguman perumahan di
kecamatan Darussalam dalamm perspektif magashid syari’ah” yang di teliti oleh

Asri Rahmatullisa pada tahun 2022. Dalam skripsi ini menyimpukan bahwa

19Santi, Yona Kurnia. Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman di Desa
Bumiarum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020. (Skripsi S-1, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2021), hlm. 20.

20 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta, Amzah, 2017) him. 10.
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masyarakat di kecamatan Darussalam banyak yang belum mengetahui
keberadaan ganun tersebut, namun ada juga masyarakat yang sudah mengetahui
tetapi tidak menaati dikarenakan tidak adanya lahan lain untuk melakukan
pembangunan dan lahan pertanian yang sudak tidak produktif. Apapun dalam
perspektif magdashid syari’ah, peralihan fungsi lahan pertanian untuk
pembangunan perumahan di kecamatan Darussalam tidak bertentangan dengan
konsep magqdshid syari’ah selama tidak “menimbulkan kerusakan terhadap
lingkungan maupun dampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat.

Kedua, “Perlindungan hukum terhadap petani akibat alih fungsi lahan
pertanian di/desa Grenden kecamatan Puger” yang di teliti oleh Acmad Rifqi
Firdaus Hidayat pada tahun 2001. Menyimpulkan bahwa Pemanfaatan lahan
pertanian yang dikerjakan para petani di desa grenden semata-mata diyKelola
untuk | mememnuhi kebutuhan _hidup| sechari-hari serta biaya Pendidikan,
Kesehatan dan menjaga keletarian lingkungan: Dengan cara demikian masyarakat
dapat mengembangkan kearah kehidupan.dan berharap pada generasi berikutnya.
Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan wmiengurangnya debit air,
meningkatnya biaya produksiy terjadinya ucbamisasi, dan menyempitnya lahan
pertanian, Dampak-dampak. tersebut, bagi-masyarakat sangat merugikan dan
meganggu aktivitas sehariannya. Penerapan yuridis dalam hal perlindungan
hukum alih fungsi lahan pertanian didesa grenden tidak berjalan efektif dimana
hal ini semestinya mengikuti-syarat-administrasi-dan-tekiis yang terdapat dalam
uu no. 40/2009 berserta peraturan perundang undangan turunannya.

Ketiga, “Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian” yang diteliti
oleh Iwan Isa. Dalam jurnal ini menyimpulkan Kebijaksanaan pengendalian
konversi lahan pertanian terutama sawah beririgasi teknis harus benar-benar
terintegrasi dengan rencana pengembangan tata ruang wilayah. Sejumlah RTRW,
dimana tercantum rencana pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya perlu
segera dilakukan evaluasi/ revisi karena justru banyak mengkonversi lahan sawah

beririgasi teknis ke penggunaan non-pertanian. Selanjutnya, pengendalian ini
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selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerapan mekanisme pengarahan lokasi
pembangunan, perizinan, serta penyelesaian administrasi pertanahan. Dengan
demikian, diharapkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dapat
terwujud secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan

Keempat, “Penegakan peraturan presiden nomor 12 tahun 2012 tentang
instentif perlindungan lahan pertaniangpangan berkelanjutan” diteliti oleh Bayu
Pambudi pada 2018. Menyimpulkan bahwas,penegakan insenitf perlindungan
lahan pertanian pangandberkelanjutan di Kecamatan Sentolo masih belum efektif.
Faktor-faktor penghambatnya antara lain belum adanya peaturan tertulis dalam
RTRW baik pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, belum adanya
perjanjian‘yang mengikat lahan pertanian pangan berjkelanjutan antara petani dan
pemerintah daerah, serta apabila insenitf diberlakukan akan terjadi tumpang
tindih program bantuan pertanianpangan. Sehingga perlindungan harta (Aifdzh
al-mal)  dalam  maqashid = svart’ ah =~ memandang | masih  diperlukan
peyempurnaanpenyempurnaan agag® program tersebut bermanfaat secara
maksimal bagi masyarakat [uas.

Kelima, “Kebijakan Konverst lahan pertanian menjadi ‘objek wisata di
kecamatan baturraden petspektif wiagashid syari’ah” diteliti oleh Eka
Artiwiningsih pada tahun 2020. Menyimpulkan bahwa Kebijakan konversi lahan
pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden berpatokan pada
Peraturan Daerah Nomor-10-Tahun-201i-tentang-Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyumas Tahun:2011-2031. Dalam Pasal 36 Ayat (2) huruf yang
menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan Baturraden merupakan salah satu
kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang pada dasarnya tidak boleh dikonversikan. Di sisi lain
Kecamatan Baturraden juga ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 45 Ayat (5) Kawasan ODTW (objek
dan daya tarik wisata) I meliputi wisata alam dan agrowisata dengan orientasi

pengembangan di Lokawisata Baturraden, salah satunya Kecamatan Baturraden.



18

Adanya pengaturan tersebut ternyata belum didukung adanya penetapan lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan juga rencana detail pembangunan wisata. Hal
tersebut menyebabkan belum ditetapkannya lokasi mana saja yang tidak boleh
maupun boleh dibangun objek wisata. Sehingga konversi lahan pertanian menjadi
objek wisata di Kecamatan Baturraden memang masih dimungkinkan adanya
pemberian izin namun tentu ada pembatasan dan adanya wisata baru tersebut
harus dapat mendukung adanya” kegiatanwpariwisata utama di Kecamatan
Baturraden yaitu di LoKawisata Baturraden.

Kemudian“terkait pandangan magashid syari’ahsterhadap kebijakan
konversi lahan pertanian harus didasarkan pada kemaslahatan, dimana
kemaslahatan adalah tujuan akhir dari syari ‘at. Adanya kebijakan kenversi lahan
pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden ini berpengaruhitehadap
aspek-aspek dalam konsep magashid syart ah yaita aspek hifz al-nafs, hifz al-mal
dan hifz al-bt’ah. Namun adanya konversi lahan pertanian menjadi objek wisata
belum mampu menjamin terwujudnyapemeliharaanimaupun pengembangan baik
terhadap jiwa, harta dan\lingkungan. Lahan pertanian‘di Kecamatan Baturraden
sebagai LP2B (lahan pertanian, pangan bepkelanjutan) merupakan kebutuhan
dartiriyyah sangat penting. guna 'mewujudkan daulat pangan. Sedangkan
pembangunan objek wisata yang, didirikan ,di atas lahan pertanian merupakan
kebutuhan hajiyyah yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan hancur kegiatan
pariwisat di Kecamatan-Baturraden:

Kesimpulan yang dapat diambil ‘pada penelitian terdahulu di atas dengan
judul sejenis yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan yang ada pada penelitian
terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu diantaranya terletak pada pemilihan
judul, ada yang mengambil alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, dan
ada juga yang dijadikan sebagai tempat wisata, perbedaan lokasi dan objek
penelitian serta pada metode penelitian dan pendekatan penelitian yang akan
digunakan. Pada penelitian terdahulu objeknya terletak di kota-kota yang berbeda

dan ada yang menggunakan metode penelitian kualitatif serta ada juga yang
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menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis.
Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan
penelitian terkait dengan transformasi lahan sebagai kawasan permukiman di
Kecamatan Darussalam menurut Magashid Syari’ah menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

F. Metode Penelitian

Metode penelitianmerupakan ilmu-ilmu atatreara yang digunakan untuk
memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu
dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.
Metodologi tersusun. Sehingga memperoleh pengetahuan atau penemuan baru
penulis” dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang
telah ada dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan
lebih banyak maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendektan penelitian' ini ‘penulis menggunakan pendekatan yuridis
empiris, yaitu menekankan penelitian yang bersangkutan dengan pemberlakuan
atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian peneliti melihat bagaimanakah
nilai perlindungan lahan peitanian-yang.dilakukan oleh masyarakat dikawasan
Aceh Besar kecamatan Darussalam dari perubahan fungsi lahan sawah menurut
konsep maqashid syart ah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yaitu penelitian
kualitatif yang mana penelitian tersebut merupakan pemecahan masalah dengan
cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis serta menginterprestasikan
data yang sudah didapatkan. Adapun dalam pembahasannya penulis

menggunakan deskriptif analisis dengan memaparkan fenomena perlindungan
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lahan pertanian dari perubahan fungsi lahan sawah di Aceh Besar Kecamatan

Darussalam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari

sumber utamanya seperti melalui wawancara, dan survey. Data primer

bersifat spesifik karenasdisesuaikanwoleh kebutuhan peneliti. Dalam

penelitian ini pénulis memperoleh data primerilangsung dari PP Nomor

12 Tahun2012 tentang perlindungan lahan pertaniamserta mewawancarai

langsting pemilik lahan sawah yang ada di Desa Tanjung Selamat dan

Desa Lamduro, dan Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten

Aceh Besar. Informan yang ada pada penelitian ini berjumlah tiga (5)

orang. Berikut ini merupakan tabel informan penelitian.

Tabel 1.1

Informan Penelitian

No | Kecamatan/Desa | Nama Informan Keterangan
1 | Kecamatan Burhanuddin, Camat Kecamatan
Darussalam S.Sos.I,M.Si Darussalam
2 | Desa Tanjung | Irfan Maulana Pemilik Lahan
Selamat M .Miswar & Pemilik Lahan
M.Hamid Pemilik Lahan
3 | Desa Lam Duro | Dodi Wahyudi & Pemilik Lahan
Muhammad Yamin Pemilik Lahan
4 | Desa Tungkop Muhammad Ikram Pemilik Lahan
& Fajarul Ikhsan
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b. Data Sekunder

Data sekunder penulis diperoleh dari data primer, yaitu berupa hasil
dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Magashid
Syari’ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu _pengumpulan“data dengan tanya jawab dengan
narasumber yafig ada dilapangan. Wawancara yang akan dilakukan
dengan cara'mengajukan sejumlah pertanyaan terkait preferensi pemilik
sawah mentransformasi lahan sebagai kawasan permukiman di
Kecamatan Darussalam menurut Magashid Syari’ah
b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penyimpanan informasi dalam bidang
pengetahuan yang memberikan bukti terkait dengan keterangan seperti

gambar, koran, dan referensidainnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdirivatas tiga bab, masing-masing bab membahas
permasalahan yang diuraikan™ menjadi beberapa sub bab. Unfuk mendapat
gambaran yang jelas serta-mempermudah.dalam pembahasan, secara global
sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu. sebagai bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan mengenai preferensi pemilik sawah
mentransformasi lahan sebagai kawasan permukiman meliputi pengertian alih
fungsi lahan, dasar hukum peralihan fungsi, faktor yang mempengaruhi peralihan
fungsi lahan menjadi permukiman, dampak alih fungsi terhadap masyarakat dan

peralihan fungsi lahan menurut magdashid syari’ah.
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Bab tiga, penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai gambaran
umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik sawah
mentransformasi lahan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan
Darussalam, dampak transformasi lahan pertanian menjadi permukiman, langkah-
langkah strategi yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk
melindungi lahan sawah yang berubah menjadi kawasan perumahan, dan tinjauan

magqashid syari’ah terhadap_pe ahan pertanian untuk kawasan

permukiman.

---------------
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BAB 11
PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SEBAGAI KAWASAN
PERMUKIMAN MENURUT MAQASHID SYARI’AH

A. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih Fungsi lahan artinya suatu proses perubahan penggunaan lahan dari
bentuk penggunaan eksklusif sebagai peénggunaan lain misalnya ke-non pertanian.
serta biasanya dalam pengalih.fufigsiannya mengarah ke hal yang bersifat negatif
bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. menurut Lestari,
mendefinisikandlih fungsi huma atau lazimnya diklaim menjadi konversi huma
merupakan gperubahan fungsi sebagain atau semua tempat lahan dari fungsi
semula (seperti yg direncanakan) sebagai fungsi lain yang sebagai dampak negatif
(persoalan) terhadap lingkungan dan potensi huma itu sendiri.?!

Alih fungsi lahan merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan
karena dampak dari alth fungsi |ahan bersifat permanen sehingga lahan sawah
yang telah dialihfungsikan ke penggunaan lain sangat kecil peluangnya untuk
berubah kembali menjadi, lahan sawah.?> Alih fitngsi‘lahan juga dapat diartikan
sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang
secara garis besar meliputi keperluan nattk memenuhi kebutuhan penduduk yang
makin bertambah jumlahnya dan meningkataya tuntutan akan mutu kehidupan
yang lebih baik.2Alib fungsi _lahan ini secara umum menyangkut transformasi

dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu-penggunaan kepenggunaan

2Setyaningsih, dkk, Pengaruh Pengalihfungsian Lahan Pertanian Menjadi Permukiman
Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lahan Sawah Di Kec. Widodaren, Kab.
Ngawi). Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora. (Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, e-ISSN:
2962-1127; p-ISSN: 2962-11, 2023). hlm. 160.

228antoso, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi
Perumahan Di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar (Jurnal Pendidikan Geografi.
Volume 03 Nomor 03, 2016) hlm. 179.

BKapantow, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di
Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarense / 110314003. (Artikel Program Studi
Agribisnis, 2015). hlm.4.

23



24

lainnya. Hal ini umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan
untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa.

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk
penggunaan lain disebabkan oleh faktorfaktor yang secara garis besar meliputi
keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah
jumlahnya dan meningkatnya tuntutan.akan mutu kehidupan yang lebih baik.>*

Lahan pertanian menjadi“lahan yangs.menjadi objek transformasi yang
marak dilakukan saat ifii. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk dan
berkembangnya-aktivitas ekonomi manusia menjadikan tamah pertanian sebagai
alternatif ketersediaan tanah dari kebutuhan aktivitas tersebut. Dari lahan
pertaniand yang tersedia, lahan sawah yang paling banyak memungkinkan
ternjadinya konversi atau perubahan fungsi. Hal tersebut tidak lain karena lahan
sawah'memiki beberapa keunggulan, diantaranya:*

1. Letak lokasi sawah strategis, yaitu dekat dengan akses jalan dan pemukiman
dibandingkan dengan tanah pertanian lainnya,

2. Harga tanah relatif murah dibandingkan dengan tanah matang di dekat
perkotaan.

3. Dekat dengan sumber air.

B. Dasar Hukum Peralihan Fungsi
Alih fungsi lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik itu pemerintah
pusat maupun daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak

24K apantow, Dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di
Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarense / 110314003, (Artikel Program Studi
Agribisnis 2015), hlm. 4.

2 Artiwiningsih, Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di
Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari’ah, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2020, hlm.42.
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harus dipenuhi. Pangan termasuk dalam sektor strategis yang mampu
mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, akibat
terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan negara
harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian pangan.
Hal ini dimaksudkan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus
dipertahankan agar kebutuhan masyarakat Indonesia terkait hak atas pangan dapat
terpenuhi. Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya
UndangUndang Nomof 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disebut UU 41 Tahun.2009. Pasal 44 ayat (3)
Undang-Undang Nomor UU 41 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:°

“Pengalihan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat

a. Dilakukan kajian kelayakan stratcgis

b. Disusun rencana alih fungsi lahan

c. Dibebaskan kepemilikan haknya daripemidik, dan

d. #Disediakan lahan™pengganti terhadap lahan pertanian pangan

berkelanjutan yang dialihfungsikan

Pasal 44 ayat (3) UU._4l . Tabhun 2009 dapat diketahui bahwa untuk
mengalihfungsikan suatu lahan pertanian harus melakukan kajian kelayakan
strategis terlebih|dahulu;-disusun-rencana-alih-fungsi-lahan, adanya pembebasan
hak dari pemiliknya, dan disediakan lahan pengganti. Meskipun sudah ada aturan
berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian tersebut tetap saja luas lahan

pertanian semakin berkurang setiap tahunnya.?’

26Ayu & Benny, Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih
Fungsi Lahan Di Indonesia, (Jurnal Ketahanan Pangan, Volume 2, Nomor 2, 2018), him. 123.

27Ayu & Benny, Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih
Fungsi Lahan Di Indonesia, (Jurnal Ketahanan Pangan, Volume 2, Nomor 2, 2018), hlm. 124.
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Selain itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
dijelaskan bahwa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten unutuk menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan
untuk melindungi lahan potensial sagar pemanfaatannya, kesesuaian dan
ketersediaannya tetap terkendali"intuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan pdda masa yang akan datang.*®

Berdasarkan'peraturan perundang-undangan dapat«dipahami bahwasanya
pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lahan pertanian, selain diatur
dalam Undang-Undang namun juga dalam Peraturan Pemerintah yang
menjabarkan tentang pentingnya 'lahan pertanian untuk ketahananwpangan
nasional, pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan,
guna untuk meminimalisit peralthan fungsi lahan pertanian. Namun dikarenakan
kurangnya ketegasan dalam penerapafl aturan di lapangan menjadikan ketentuan
Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan
dampak yang besar, hal ini dapat dilthat dengan banyaknya petani yang masih
mengalihfungsikan lahannya, sehinggasketersediaan lahan sawah akan terus
terancam. Kegiatan tersebut dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar
dan masyarakat sendiri.”’

Alih fungsi lahan-sendiri-diatur.dalam-Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 ayat (3). Didalamnya diatur tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan
perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Dalam halnya

pelaksanaan alih fungsi lahan, juga termasuk kedalam pemanfaatan ruang

ZNasution, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian dari Pengalihan Fungsi
Lahan Berdampak pada Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang (Jurnal Pendidikan Tambusai, ISSN: 2614-3, Volume 7
Nomor 1, 2023), hlm. 1667.

PIbid
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dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna
tanah yang juga diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota.*

Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 4 ayat (1) dan (3). Mengingat juga
dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan Tanah, dibentukjuga Peraturan,_Menteri yang mengatur tentang
alih fungsi lahan pertanian yang juga peruntukannya akan dibangun perumahan
yaitu Peraturan«Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala, Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi dan juga Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Penuyusan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan,Zonasi
Kabupaten/Kota. Tanah pertanahan tergolong menjadi tanah sawah dan tanah
kering. Tanah kering dan tanah sawah terlingkup dalam kategori “Tanah
Pertanian”.>!

Alih fungsi tamah “\pertanian ke non-pertanian bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan'memperhatikan
peran dan fungsi tanah dalam kehidupandmanusia. Hal tersebut karena bila tanah
pertanian berkurang secara terus-menerus, maka akan berdampak pada ketahanan
pangan Negara,

Perumahan atawpemukimanjuga merupakan-salah satu kebutuhan pokok
manusia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pasal 28 UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh
karena itu setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan

3%Bagaskara, Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Yang
Dilakukan Oleh Pengembang Properti Di Kabupaten Pati Jawa Tengah, (Jurnal Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019). hlm. 3.

3ibid.



28

kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan
dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam Upaya
peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian
bangsa.>?

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Pasal 3, Permukiman adalah
bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan
perkotaan maupun pedesaan yang berfungsissebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian‘dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan. Satuamlingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam
berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan
sarana lingkungan yang terstruktur (pasal 1 ayat 3).*

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah pasal 17 ayat (1) disebutkan/Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila
tidak mengubah pemanfaatannya. Penatagunaan tanah selain dalam kerangka
sebesar-besarnya untuk “\kemakmurdny, rakyat, juga fharus memperhatikan
kewajiban pemeliharaanitanah dalam arti menjaga dan‘'menambah kesuburannya,
serta meng€gahnya dari kerusakan ‘sebagaimanartelah ditentukanweleh Undang —
undang Pokok Agraria pasal, ISymenyebutkan, Memeliharan tanah termaksud
menambah keseburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap —
tiap orang, bahkan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum
dengan tanah itu, dengan-memperhatikan pihak-yang.ekonomis lemah.

Dalam UUD 1945 ‘mengatur tentang konsep pengalih fungsian lahan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yaitu: bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

32Sianipar, Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah
Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai, artikel, 2017, hlm. 4.

33Santi, Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman Di Desa Bumiarum
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020, Skripsi, Universitas Lampung
2021. Him. 20.
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut
dapat diartikan bahwa penguasaan sumber daya alam oleh negara hendaklah
ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Maka alih fungsi lahan yang dilakukan oleh
pemerintah adalah semata-mata demi kemakmuran rakyatnya.>*

Dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa: “Pengendalian alih fungsi
lahan sawah adalah serangkaian g kegiatan yang dimaksudkan untuk
mengendalikan perubahan lahanssawah menjadi bukan lahan sawah baik secara

tetap maupun sementapa.”

C.Faktor Yang Mempengaruhi Peralihan Fungsi Lahan Menjadi
Permukiman
Alih fungsi lahan merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan
karena dampak dari alih fungsi lahan bersifat permanen sehingga lahan sawah
yang telah dialihfungsikan ke penggunaan lain sangat kecil peluangnya untuk
berubah kembali menjadi lahan sawahs
Dalam hal alth fumngsi tamahpertanian meénjadi tanah perumahan
disebabkan«"oleh beberapa, faktor yang /menyebabkan kebutuhan akan
pembangunan perumahan dan_pcmukiman setiap tahunnya meningkat, yaitu
karena : Tingginya tingkat kelahiran anak, tidak terbendungnya arus urbanisasi
ke daerah perkotaan, adanyaminat;untuk-memeliki tumah yang berlebihan dan
lain sebagainya.?’
Pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk kepentingan
non pertanian oleh karena mengharapakan keuntungan lebih. Secara ekonomis
lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya tinggi karena biasanya berada di

lokasi yang berkembang. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih

34 Artiwiningsih, Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di
Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari’ah, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2020, him.45-46.

33Sianipar, Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah
Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai, Artikel, 2017. him. 5.
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fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para
petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga
akan menimbulkan masalah sosial yang berat.*®

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan
baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat, yang mana
setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan atau
konversi lahan, baik dilakukan=Sendiri-sendiri ataupun Bersama-sama yang
merupakan determinandkonversi lahan sawah yakni:*’

1. Kelangkaan 'sumberdaya lahan dan air
2. Dinamika pembangunan
3. Peningkatan jumlah penduduk.

Penghuni pemukiman dalam melakukan berbagai kegiatan dipengaruhi
oleh kondisi sosial, ekonomi dan budayanya. Sehingga dari kedua unsur tersebut
yang lakan mempengaruhi menjadi faktor-faktor yang menjadi landasan
perkembangan pemukiman, antara laifi:>*

1. Faktor fisik alamiah

Faktor fisik akan mempengaruhi peskémbangan pemukiman karena

keberadan rumah dan.pemukiman‘tidak akan lepas dari kondisi lahan yang

di tempatinya, meliputic keadaan, tanah, keadaan hidrografi, iklim,

morfologi, sumber daya alam. Fakfor-faktor ini membentuk pola

perluasan pemukiman dan bentuk pemukimannya.

3%Sianipar, Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah
Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai, artikel, 2017, hlm. 2.

3"Mubaidy, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqgashid Syariah Jaseer Auda, (Studi Di Desa Pelem,
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri), (Skripsi. Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2023). hlm. 27.

38Santi, Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman Di Desa Bumiarum
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020, Skripsi, Universitas Lampung
2021. hlm. 23.
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2. Faktor sosial
Karakter dan kondisi sosial penduduk dipengaruhi oleh lingkungan di
sekitarnya. Penduduk perkampungan memiliki rasa kebersamaan cukup
tinggi.

3. Faktor budaya
Pola hidup yang menjadi kebiasaan di kampung-kampung yang masih
terbawa dalam lingkungan’kehidupanskota diantaranya dalam menjaga
kesehatan lingkiingan dan kebersihan.

4. Faktor ekonomi
Kemampuan penduduk untuk memiliki tempat tinggal dipengaruhi oleh
harga lahan, kemampuan daya beli, lapangan penghidupan dan
transportasi.

5. Faktor politik
Kondisi politik suatu negara mempengaruhi’ pertumbuhan pemukiman
karena keadaan pemerintahan dan kenegaraan /yang stabil dilengkapi
dengan peraturan, serta kebijaksanaan pemerintahnya akan menciptakan
suasana yang aman dansituast menguntungkan untuk membangun.
Proses alih fungsi lahanypertanian ke penggunaan non-pertanian yang

terjadi disebabkan oleh beberapa faktor; Ada tiga faktor penting yang
menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitus”

1. Faktor Internal
Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi
rumah tangga pertanian pengguna lahan.

2. Faktor Eksternal
Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan
perkotaan, demografi maupun ekonomi.

3. Faktor Kebijakan

¥Lestari, Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. (Skripsi. Bogor.
Institut Pertanian Bogor, 2009). hlm. 15.
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Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun

daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait

dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek

lahan yang dilarang dikonversi.

Berikut ini merupakan faktomyyang mempengaruhi keputusan petani
melakukan alih fungsi lahan yaitu:#°

1. Luas lahan

2. Pendapatani yaitu besarnya penghasilan dari hasilsusaha tani. Semakin
rendah pendapatan petani maka semakin besar kecenderungan untuk alih
fungsi lahan.

3. Biaya produksi. Penambahan biaya produksi akan menyebabkan peluang
unutk petani melakukan alih fungsi lahan akan meningkat.

4. Pengetahuan petani tentang tata guna dan tata kelola lahan.

5. Jumlah anggota keluarga.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian yaitu:*'

1. Faktor ekonomi yang terdirt atas lnaskepemilikan lahan;"biaya produksi,
dan B/C ratio (ukuran perbandingan-antara pendapatan dan total biaya
produksi). Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar luasan lahan yang
dikuasai petani, maka semakin rendah kemungkinan unutk alih fungsi
lahan. Hal initerkait-dengan-biaya produksi-yang-dikeluarkan oleh petani.
Semakin kecil luas lahannya, maka semakin tinggi biaya produksi akan
semakin mahal. Sehingga, semkain kecil lahan pertaniannya maka petani

akan semakin berpikiran unutk mengalihfungsikan lahannya. Untuk B/C

“OFitriyana, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Melakukan
Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin. Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 2018, hIm.30.

“'Kusumastuti, dkk, Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Di Kabupaten Pandeglang. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2018, him.45.
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ratio, semakin kecil nilai B/C ratio maka akan semakin besar keinginan
petani untuk melakukan alih fungsi lahan pertaniannya.

2. Faktor sosial yang terdiri atas umur petani dan hubungan antara petani
dengan lahan yang diukur melalui tingkat ketergantungan petani terhadap
lahan. Ketergantungan petani dilihat dari seberapa besar pendapatan dari
sektor pertanian dapat mencukupi kebutuhan petani dan adanya sumber
penerimaan dari sektor lain® Umur petani diukur dengan adanya minat atau
jumlah petani nduda. Jika minat pemuda terhadap bidang pertanian mulai
menurunsmaka ‘daya tarik sektor pertanian tidak bisarditingkatkan karena
tidak ada yang akan melanjutkan usaha di bidang pertanian.

3. Faktor kebijakan pembangunan.

D. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Masyarakat

Alih fungsi lahan berdampak pada kondisi ekonomi, peran sosial, orientasi
nilai budaya, stratifikasi sestal, dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha
masyarakat. Beberapa perubahan yang tercermindadalah terjadinya peningkatan
tenaga kerja'yang bergerak di luar sektor pertanian. Meskipun scharusnya dapat
meningkatkan tingkat ekonomi maupunpendapatan petani, namun realitasnya
tidak demikian. Terbukti terjadi peningkatan pekerja buruh musiman.*?

Alih fungsi lahan merupakan-konsekuensi-logis dari peningkatan aktivitas
dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada
tahap tertentu wajar terjadi, namun pada sisi lain jika tidak dikendalikan maka
akan semakin bermasalah karena umumnya alih fungsi terjadi di atas lahan
pertanian yang masih produktif. Semakin sempitnya lahan pertanian di perkotaan
dan pinggir perkotaan akibat alih fungsi lahan akan mempengaruhi sisi ekonomi,

sosial, dan lingkungan masyarakat tersebut. Jika fenomena alih fungsi lahan

“Rauf A Hatu, Problematika Tanah; Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial
Masyarakat Petani, Yogyakarta: Absolute Media, 2018, hlm. 20.
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pertanian ke non pertanian terus terjadi secara tak terkendali, maka hal ini akan
menjadi ancaman tidak hanya bagi petani dan lingkungan, tetapi hal ini bisa
menjadi masalah nasional. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman
terhadap pencapaian ketahanan pangan. Implikasinya sangat serius terutama
terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani
pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Di sisi lain, alih fungsi
lahan pertanian pangan juga menyebabkan semakin sempitnya luas lahan yang
diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan
petani.®?

Transformasi lahan pertanian menjadi non-pertanian memang memiliki
dampak positif diantaranyal perkembangan wilayah, penciptaan lapangan
pekerjaan dan juga adanya pemasukan daerah baik berupa pajak“ataupun
retribusi.** Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian menyebabkan
ketersediaan lahan semakin berkurang bahkan dapat menghilang. Hal ini tentu
saja akan memberikan dampak negatif bagi berbagai pihak, baik dampak yang
dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.*

Terjadinya alih fungsi lahan sawah( menjadi lahan-lahan non sawah
memberikan dampak terhadap rsemakindmenurunnya jumlah lahan yang dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya_tanaman pangan. Hal ini berdampak
langsung terhadap menurunnya jumlah pangan yang dapat diproduksi di suatu
wilayah dengan asumsiproduktivitas-lahan-adalah.tetap--Tentu saja fenomena ini
dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Saat

kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, yaitu pangan tersedia

“*Mahsyurah, Kajian Preferensi Petani Terhadap Pemanfaatan Lahan Pertanian Di
Wilayah Pinggiran Perkotaan (Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba, Skripsi, 2021, hlm.20.

4 Artiwiningsih, Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di
Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari’ah, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2020, him.51.

“Nur Habibah Syah Putri,“Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan”, Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017, hlm. 136-138.
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lebih besar sama dengan jumlah kebutuhan pangan, maka masyarakat
tersebutdapat dikatakan tahan pangan, sebaliknya saat pangan tersedia lebih kecil
dari tingkat kebutuhan pangan masyarakat dapat menunjukkan kondisi
masyarakat yang tidak tahan pangan.*¢

Akibat ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang, maka hasil
produksi pangan juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan
nasional juga akan sulit tercapai’ Mengingat,jumlah penduduk yang semakin
meningkat setiap tahunfya, sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun
lahan pertanian®justru semakin berkurang. Sehinggasshal tersebut akan
mempengaruhi kebutuhan pangan suatu daerah.*’

Ketika produksi hasil pertanian menurun, maka bahan pangan di pasar
akan sulit ditemukan. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh
para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Sehingga
tidak heran jika kemudian harga pangan pokok menjadi mahal. Akan tetapi
kegiatan tersebut justru'.dapat memberatkan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya, terutama bagiumasyarakat ekonomi rendah.*®

Dampak peralihan fungsi Tahan pertanian tersebut tidak, terlepas dari
beberapa faktor yaitu pertumbuhan peaduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan
masyarakat untuk pemukiman,s tingginya ;biaya penyelenggaraan pertanian,
menurunnya harga jual produk-produk pertanian, Kurangnya minat generasi muda
untuk mengelola lahanspertanian;-pergantian-ke-sektor yang dianggap lebih
menjanjikan, dan lemahnya regulasi pengendalianalih fungsi lahan. Transformasi

lahan pertanian juga membawa dampak negatif yang apabila terus dibiarkan akan

46 Prasada& Rosa, Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2018, hlm 21.

“TPrasada& Rosa, Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2018, hlm 25.

“*Nur Habibah Syah Putri,“Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan”, Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017, hlm. 136-138.
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membawa masalah yang cukup besar di kemudian hari. Dampak negatif
transformasi lahan pertanian yaitu:*’

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi bahan
padi, sehingga dapat mengganggu tercapainya swasembada pangan.

2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan
pekerjaan dari sektor pertanian ke non pertanian yang apabila tenaga kerja
lokal yang ada tidak terserap seluruhnya maka dapat berakibat pada
meningkatnya angka pengangguran. Dampak sosial ini nantinya akan
berkembangmdengan meningkatnya kecemburuans,sosial masyarakat
setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi
meningkatkan konflik sosial.

3. Tidak optimalnya investasi pemerintah dalam pengadaan sarana dan
prasarana pengairan sawah.

4. Kegagalan investor dalam meclaksanakan pembangunan perumahan
ataupun industri, sebagai dampak krisis ekofiomi, atau karena kesalahan
perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah
diperoleh, sehingga meningkatkan luas.tanah tidur yang'pada gilirannya
juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

5. Berkurangnya ekosistems sawah,. sedangkan upaya pencetakan lahan
sawah baru membutuhkan biaya yang sangat besar dan hasilnya pun tidak
memuaskan.

Adapun dampak lain‘dari pengalihan fungsi lahan sawah dapat dilihat dari

dua sisi yaitu:>°

Y Artiwiningsih, Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di
Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari’ah, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2020, hm.52.

S%Suharyanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani terhadap kebijakan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Bali. Jurnal Pengkajian Dan
Pengembangan Teknologi Pertanian, 2018, hlm.55.
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1. Pertama, dari fungsinya, lahan sawah ditujukan untuk memproduksi
bahan pangan seperti padi. Demikian dengan adanya alih fungsi lahan
sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi secara nasional.

2. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman,
perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi terhadap besarnya
kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah,
membangun waduk, danssiStem irigasi
Dampak lain dari alih fungsi lahan pertanianadalah kesempatan kerja

pertanian menurufn sejalan dengan menurunnya lahan pertanian yang tersedia,
kesempatan Kkerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan

kegiatan produksi padi, dan degradast lingkungan (Suharyanto, 2018).

E. Peralihan Fungsi Lahan Menurut Magqgashid Syari’ah

Pengertian secara etimologis kata magashid syari’ah berasal dari dua kata
yaitu magqashid dan syart’ah. Pada dasarnya kata maqdashid sendiri mengandung
makna jamak, dari kata magashad yang artinya maksud atau tujuan. Sedangkan
makna kata syari ah berarti jalan ke sumber aipataujalan yang harus diikuti, yaitu
jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan® Kemudian seiring berjalannya waktu
syari’ah sering disebut dengan hukum islam: Sehingga sederhananya adalah
maksud-maksud atau tujuan-tujuan-disyariatkanhukum islam. Adapun istilah lain
yang memiliki makna dengan magashid syari’ah ialah al maqasid al syariyyah
dan magashid al tasyri*3!

Hukum islam sendiri merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an
dan Hadith. Oleh karena itu, dari kedua sumber hukum inilah dapat dikaji ilmu-
ilmu mengenai hukum. Al-Qur’an dan Hadith juga merupakan sumber pokok

(munsyi’) yang keberadaannya tidak memerlukan dalil. Akan tetapi, dalil-dalil

S!Mubaidy, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda, (Studi Di Desa Pelem,
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri), (Skripsi. Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2023). him. 31.
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selain dari Al-Qur’an dan Hadith hanyalah dalil pendukung (mudhir) yang
keberadaannya diakui oleh dalil munsyi’ sebagai metode berfikir untuk
memahami isi Al-Qur’an dan Hadith.>?

Konsep magqdshid syari’ah pada dasarnya dititik beratkan pada nilai-nilai
yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah
SWT. Konsep magqdashid syari’ah dapat, dibedakan menjadi dua yaitu maqdashid
syari’ah klasik dan magashid_sya¥i ah kontemporer. Banyak ulama baik klasik
maupun kontemporer yang mengungkapkan konsep magqashid syari’ah seperti
Al-Syatibi dan Jasser,Auda.™

Al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi dua sudut)pandang yaitu
tujuan tuhan (magqashid asy-syari’) dan tujuan mukallaf (magashid al-mukallaf).
magqashid asy- syari’ ini mengandung empat aspek diantaranya:

1.. Tujuan awal dari Syari'at Islam adalah kemaslahatan manusia di dunia
dan di akhirat.

2.| Syari’at sebagai sesuatu yangdiatus dipahami.

3. Syari’at sebagai suatw hukum taklit yangsharus dilakukan.

4. Tyjuan syari at adalah'membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Menurut al-Syatibi, Allahsmenurunkan syari’at (aturan hukum) adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan .danmenghindari kemafsadatan. Al Syatib1
meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah SWT hanya
untuk merealisasi kemaslahatan-bagi-manusia. Terkait-dengan kemaslahatan yang

harus diwujudkan al-SyatibT' membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu:>*

52Zubaidi, Zaiyad, Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim
Mahkamah Syar’iyah di Aceh Dengan Pertimbangan Maslahah, (Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh, 2021). hlm. 132-133.

3 Artiwiningsih, Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di
Kecamatan Baturraden Perspektif maqashid syari’ah, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2020). hlm. 59-61.

34 Ansori, “Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan”, (Jurnal Al-Manahij,
Vol. 2 No. 1, 2008), hlm. 52.
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1. Maslahah daririyyah (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan yang
sifatnya sangat esensial dalam kehidupan manusia.

2. Maslahah hajiyah (kemaslahatan sekunder), yaitu kemaslahatan yang
sifatnya untuk menghilangkan atau menghindari kesulitan-kesulitan
dalam kehidupan manusia.

3. Maslahah tahsiniyah (kemaslahatan tersier), yaitu kemaslahatan yang
sifatnya sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.

Pada dasarnya Kepemilikan terhadap segala sumber daya di bumi adalah
milik Allah, manusia‘ sebagai Khalifah yang mewakilisNya di bumi untuk
mengelolanya, sedangkan untuk pemanfaatan lahan, pemilik lahan harus lebih
memikirkan dampak dari apa yang dilakukan terutama alih fungsi lahan yang
dilakukan harus didasari pada bagaimana dampak ke depan dari ‘kegiatan
peralihan fungsi lahan tersebut, /apakah mampu memberikan kemaslahatan
bersama atau kemudharatan. Jika dalam melakukan berbagai kegiatan selalu
memikKirkan bagaimana ‘dampak bagierang banyak, /maka unsur magqashid
syari’ah akan tercapai Karena setiap orang saling‘memikirkan satu sama lain.>

Mefijaga lingkungan hidup merupakan'salah satu unsur magasid syari’ah.
Upaya menjaga lingkungan (/iifdzilva/-b1 ‘ah) termasuk dalam kategori tujuan
mashlahah dhartriyyah yang terdiri,dari agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-
‘aql), keturunan (al-nasb), dan harta (al-mal). Selain itu, magasid syari’ah
sebagai suatu tujuanyang-harus-dicapai-dalam-penetapan-hukum, sehingga dapat

dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami kandungan isi AlQur’an maupun

SSRahmatullisa, Asri. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan
Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus
Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan). (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 30-36.
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Sunnah, dan suatu bentuk perwujudan dari unsur kemaslahatan serta mencegah
kemudharatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.>®

Pemeliharaan lingkungan dalam pandangan Islam dikenal dengan
beberapa macam bentuk pelestarian lingkungan. Pertama, dengan cara lhya’,
yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang
mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan
pribadinya. Orang yang telah.melakukannya dapat memiliki tanah tersebut.
Mazhab Syafi’i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau
memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintahsl ain halnya dengan
Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa lhya’, boleh dilakukan dengan
catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga,berpendapat
hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi beliau menengahi dua
pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Imam Malik
membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area pemukiman dengan yang
jauh, apabila berdekatan maka harusanendapat izin térdahulu, namun apabila jauh
dari pemukiman maka\tidak perlu’ disyaratkan’izin' dari penguasa.’’ Kedua,
dengan preSes Igta’, yakni pemerintah membesijatah pada orang-orang tertentu
untuk menempati dan memanfaatkan, sebuah-lahan. Adakalanya untuk dimiliki
atau hanya untuk dimanfaatkan dalamjangka waktu tertentu. Ketiga, dengan cara
hima, dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai
kawasan lindung yang-difungsikan -untulk.-kemaslahatan umum. Setelah
pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai sima, maka lahan tersebut menjadi
milik Negara. Tidak seorangpun dibenarkan memanfaatkannya untuk

kepentingan pribadi apalagi sampai merusaknya lahan tersebut.>®

61bid

57Ardyan Maurizka, dkk. Ihya’ Al-Mawat (Lahan Yang Mati/Tidak Produktif), (STAIN
Kediri, 2018), him. 7.

¥Muhammad Khaidir, Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut
Konsep Hifdzul Al-Bi“ah dan Maqasid Al-Syari’ah, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2017), him. 31-32.
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Dalam upaya pemanfaatan lahan pertanian apabila dilihat dari aspek
ekonomi, kegiatan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi sektor lain atau
bentuk lain tidak dianjurkan, karena lahan pertanian masih mampu memproduksi
pangan yang dibutuhkan manusia, selain itu peralihan fungsi lahan cenderung
dapat merusak tatanan ekosistem dari lingkungan tersebut. Padahal dalam Al-
Quran terdapat dalil yang berbicara tentang larangan merusak lingkungan.>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa maqashid syari’ah
merupakan hikmah yang terkandung dalam Syari‘at Islam yang telah ditetapkan
oleh Allah dengantujuan untuk kemaslahatan umat. Secarammum tujuan syari’at
dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan seluruhnya, baik
kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat dengan jalan mengambil
segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat atau yang
tidak berguna bagi hidup dan _kehidupan. Dengan kata lain, tujuan dari
kemaslahatan hukum Tslam adalah kemaslahatan hidup/ manusia baik rohani
maupun jasmani, individual dansosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk

kehidupan semata namun juga untuk kehidupan yang Kekal di akhirat kelak.®

S9Rahmatullisa, Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di
Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Penerapan Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. him.46.

OArtiwiningsih, Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di
Kecamatan Baturraden Perspektif maqashid syari’ah, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2020). him. 60.



BAB TIGA
PREFERENSI PEMILIK SAWAH MENTRANSFORMASI
LAHAN SEBAGAI KAWASAN PERMUKIMAN DI
KECAMATAN DARUSSALAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu Kecamatan dari 23
Kecamatan yang ada di KabupateniAceh Bésar, Kecamatan Darussalam termasuk
dalam wilayah otoritatif di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 38,43
Km? (3.843 Ha)..Wilayah Kecamatan Darussalam terbagi dalam 3 Mukim dengan
jumlah pendaduk 27.417 jiwa dari 29 desa. Jika dibandingkan dengan luas
wilayah, penduduk Kecamatan Darussalam masih dapat digolongkan sebagai
wilayah yang tidak padat penduduk. Hal ini' dapat dibuktikan dengan masih
luasnya area yang bukan tempat tinggal atau perumahan. Sehingga, banyaknya
developer yang menjadikan daerah-dacrah tersebut sebagai daerah perumahan

strategis.

PantailBjongBatee @/{ >
/ég;gﬁ?f;iug Kerajaan
G

e i
/L-_érnbad_agigte‘ng

s
H

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Darussalam
(Sumber: Dokumentasi, 2024)
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Pada peta di atas menunjukkan bahwa lokasi penelitian terdapat di
Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Adapun penelitian ini dilakukan di tiga (3)

lokasi utama yaitu di Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop.

e

Kost Baitunnisa £

bri KOSt& Honli’estay > LOKASI
i TANJUNG
SELAMAT

o
\\\\\

‘‘‘‘‘‘‘‘

. Gambar 3.2 et Tnjung Selamat
(Sumber: Google Maps, 2024)

Adapun lingkungan area-petiunahan masih banyak terdapat lahan sawah

milik masyarakat Gampong Tanjung Selamat seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.3 Lingkungan Perumahan Desa Tanjung Selamat
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)
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Lokasi Gampong Tanjung Selamat berdekatan dengan beberapa
universitas seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry. Lokasi ini sering sekali menjadi pilihan bagi mahasiswa-mahasiswa baru
untuk tinggal sewaktu mereka menempuh pendidikan di salah satu universitas
tersebut. Oleh karena itu, banyaknya mahasiswa atau penduduk lain yang masuk
ke area Gampong Tanjung Selamat membuat beberapa orang yang memiliki lahan
sawah membuat perumahan di kafénakan banyak orang yang masuk ke wilayah
tersebut dan dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang memiliki lahan

sawah yang dialih fungsikan menjadi perumahan.
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Gambar 3.4 Peta Desa Ladu
(Sumber: Google Maps, 2024)

Lingkungan area perumahan yang ada di Desa Lam Duro juga terdapat di
area persawahan yang cukup luas dan masih banyak terdapat lahan sawah milik

masyarakat Desa Lam Duro seperti pada gambar berikut:
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Gambar 3.5 Lingkungan Perumahan Desa Lam Duro
(Sumber: Dokumentasi Peneliti; 2024)

Lokasi Desa Lam Duro memiliki jarak yang tidak terlalu dekat dengan
area kampus Unsyiah dan UIN. Akan tetapi, area ini juga merupakan tempat yang
memiliki béberapa perumahan yang pada umumnya ditinggali oleh mahasiswa
maupun pekerja yang datang dari luar kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Kawasan
ini juga akan dibangun beberapa perumahan untuk memenuhi permintaan
konsumen, karena semakin hari semakin banyak yang datang dan mencari tempat

tinggal di area tersebut.
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Gambar 3.6 Peta Desa Tungkop
(Sumber: Google Maps, 2024)
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Lingkungan area perumahan di Desa Tungkop juga terdapat diarea
persawahan dan masih banyak terdapat lahan sawah milik masyarakat Desa

Tungkop seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.7 LingkungaAPerumahan Desa Tungkop
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Lokasi Desa Tungkop termasuk ke lingkungan yang cukup dekat dengan
kampus Unsyiah dan UIN. Sehingga, dibeberapa lokasi yang ada di Tungkop
dibangun beberapa perumahan untuk kebutuhan mahasiswa maupun orang yang
datang dari luar Kota Banda Acehfdan Acch Besar untuk tinggal di perumahan

tersebut.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Sawah Mentransformasi
Lahan Pertanian Menjadi Permukiman di Kecamatan Darussalam
Pemanfaatan lahan pertanian pada sektor lain jelas bertentangan dengan
ketentuan Qanun KabupatenAcehBesar.. Nomoi5 tahun 2013 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan'Berkelanjutan, hal ini didasarkan pada
Pasal 30 ayat (2) sebagaimana dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan
berkelanjutan hanya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk

kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam
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Selain itu dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 juga
dijelaskan tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:®!

1. Mempertahankan luas lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi.

2. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai
ketahanan pangan di daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan
nasional.

3. Melindungi dangmemberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan
pertanian befitigasi dan tidak beririgasi.

4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani.

5. Mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Dalam pasal tersebut menjelaskan tujuan dari perlindungan lahan
pertanian yakni untuk mempertahankan ketersediaan lahan pertanian,
meningkatkan produksi pertanian, melindungi petani dan masyarakat sekitar
untuk mencapai kesejahteraan, sertashémpertahankan keseimbangan ekosistem
yang dapat berdampak dari tegjadinya praktik alih fungsi lahan pertanian.

Lahan pertanian di *Kecamatan' Darussalam banyak, yang sudah
dialihfungsikan untuk sektor.lainyphahiniddapat dilihat dari hasil penelitian bahwa
dengan adanya lahan yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman,
sehingga dapat ditemukan beberapa faktor yang  menyebabkan terjadinya
peralihan fungsi lahanpertaman-di-kalangan-masyarakat-Kecamatan Darussalam.

Adapun pendapat ‘dari Bapak Burhanuddin selaku asisten Camat
Kecamatan Darussalam terhadap peralihan fungsi yang terjadi dibeberapa desa di
Kecamatan Darussalam yaitu “peralihan fungsi lahan yang ada di desa-desa
Kecamatan Darussalam memang sudah banyak terjadi. Akan tetapi, beberapa
diantaranya memang dibangun diarea yang sudah tidak produktif lagi. Hal ini

tentu saja tidak menimbulkan masalah yang terlalu besar. Beberapa masyarakat

¢!Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
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memang sudah mendapatkan izin dalam peralihan fungsi tersebut. Masyarakat
yang mendapatkan izin membangun biasanya masyarakat yang memiliki lahan
diarea yang kurang produktif dan bukan diarea yang masih memiliki lahan
produktif”.6?

Peralihan fungsi lahan sawah menjadi perumahan di beberapa lokasi
seperti di Desa Tanjung Selamat, DesasLam Duro dan Desa Tungkop itu terjadi
secara langsung yang di akibatkan olehwkeputusan pemilik lahan untuk
mengalihfungsikan lahan mereka. Oleh sebab itu, mereka mengurus beberapa
dokumen untukediajukan ke pihak yang bersangkutanssupaya mendapatkan
perizinan untuk mendirikan perumahan di area lahan sawah mereka.

Menurut hasil wawancara dengan' Bapak M.Miswar & M.Hamid
menyatakan bahwa sebelum tanah-tanah mereka dialihfungsikan "menjadi
perumahan, mereka sudah terlebih dahulu mengurus ke IMB, ke kecamatan
sampal ke kabupaten. Setelah mereka mendapatkan izin oleh pihak kabupaten,
mereka langsung mendirikan perumahan:’’

Oleh karena itu,,pemilik lahan yang mengalihfungsikan lahan mereka
menjadi pefmukiman tentunyasmemilik faktor tersendiri, sehingga pemilik lahan
mengalihfungsikan lahan merckasmenjadi permukiman. Faktor-faktor tersebut
yaitu:

1. Lahan Pertanian Kurang Produktif
Berdasarkan pengamatan-yang-dilakukan-eleh-penulis, peralihan fungsi
lahan pertanian untuk pembangunan' perumahan di kalangan masyarakat
Kecamatan Darussalam terjadi karena lahan pertanian sudah tidak begitu
produktif. Hasil panen masyarakat setiap tahun selalu mengalami penurunan, hal

ini dikarenakan lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani

92Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam
Pada Tanggal 03 Mei 2024.

%Hasil Wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat
Pada Tanggal 07 Maret 2024
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sudah menjadi lahan penampung air hujan. Sehingga petani hanya bisa
mengharapkan hasil panen yang memuaskan ketika musim hujan, apabila tidak
ada air hujan petani akan kesulitan dalam mengelola lahannya dikarenakan
pengairan lain juga tidak dapat diandalkan.

Pendapat lain dari Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan mengenai alasan
mereka mengalihfungsikan fungsi lahan persawahan menjadi perumahan yaitu
karena Desa Tungkop terdapat airitigasi buangan, karena Kecamatan Darussalam
merupakan kecamatanerakhir yang dialiri air irigasi.zJadi, permasalahan yang
timbul karena ketéflambatan air irigasi tersebut, mereka berinisiatif mengalihkan
lahan mereka menjadi permukiman.®*

Adapun keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhanakan tempat
tinggal semakin hari semakin meningkat. Namun ketersediaan lahan tidak
seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Sehingga keterbatasan lahan
untuk 'pembangunan perumahan ‘dapat. menyebabkan harga rumah semakin
meningkat. Tingginya harga tersebut, menyebabkan/ masyarakat kesulitan
mendapatkan tempat tinggal:,Schingga banyak lahandpertanian yang ada sudah
dialihfungsikan untuk pembangunan demi kcbutuhan masyarakat:

2. Bertambahnya Penduduk

Lahan pertanian dialihfungsikan.untuk pembangunan perumahan warga,
peralihan ini juga dapat disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, seperti
yang terdapat di Desa‘Tanjung Selamat; Desa l.am-Duio-dan Desa Tungkop yang
merupakan beberapa desa yang ada di Kecamatan Darussalam yang mempunyai
jumlah penduduk yang lumayan banyak. Akibat dari pertumbuhan penduduk
tersebut menyebabkan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal masyarakat semakin
meningkat. Terjadinya peralihan lahan sawah disebabkan oleh kebutuhan
masyarakat akan tempat tinggal, dikarenakan tidak adanya lahan lain

menyebabkan masyarakat melakukan pembangunan di lahan pertanian.

%Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan
Tungkop Pada Tanggal 28 April 2024
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Berdasarkan fenomena peralihan fungsi lahan pertanian yang terjadi
dibeberapa Kecamatan Darussalam, kegiatan tersebut sulit untuk dicegah. Hal ini
dikarenakan pembangunan akan terus terjadi seiring dengan banyaknya
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Padahal praktik alih fungsi lahan
pertanian tersebut dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat di masa yang
akan datang. Meskipun demikian bagisebagian masyarakat ketersediaan pangan
tidak merasa terancam, karenasmasih ada“yang memiliki lahan pertanian di
wilayah lain yang dapat dimanfaatkaan untuk bertani guna memenuhi kebutuhan
pangan. Namun hal ‘tersebut justru menimbulkan dampak lain terhadap
lingkungan di sekitar, yakni dengan pembangunan di wilayah lahan pertanian
dapat meruisak keseimbangan ekosistem lingkungan.

Adapun menurut Bapak Irfan Maulana selaku pemilik lahan menyatakan
bahwa ‘“alasannya mengubah lahan menjadi kawasan permukiman karena
Tanjong Selamat itu berada dekat dengan perguruan tinggi UIN dan UNSYIAH,
oleh karena itu, mereka membanguafbeberapa rumah untuk disewakan kepada
mahasiswa atau penduduk lainnya.Anggota keluargaddari Bapak Irfan Maulana
menyarankan untuk alihfungsitlahan, karena menturut mereka untuk di masa yang
akan datang, banyak penduduk-yang akan -menyewa perumahan tersebut oleh
mahasiswa baru yang akan menempuh, pendidikan di dua universitas tersebut.”®

Selain 1itu, peneliti juga mewawancarai pemilik sawah yang ada di Desa
Lam Duro yaitu| Dodi»Wahyudi-dan-iMMuhammad-Y-amin. Mereka menyatakan
bahwa “lahan persawahan. mereka' dimanfaatkan untuk pembangunan
permukiman karena, permintaan konsumen terhadap tempat tinggal begitu

banyak, beliau juga mempunyai lahan yang dapat dialihfungsikan menjadi

%Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada
Tanggal 07 Maret 2024.
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perumahan pribadi maupun untuk disewakan kepada mahasiswa maupun kepada
pendatang dari luar daerah”.%
3. Menurunnya Hasil Pertanian

Selain itu faktor pendukung bagi petani untuk melakukan alih fungsi lahan
pertanian dikarenakan menurunnya hasil dari pertanian masyarakat. Oleh karena
itu, apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka lahan sawah dapat
berpotensi menghilang dengan terjadinya peralihan secara terus-menerus.

Seperti yang dikatakan oleh pemilik lahan Bapak M.Miswar & M.hamid
bahwa “penyecbab ™dari turunnya hasil pertanian akan, berdampak pada
perekonomian  masyarakat. Oleh ' sebab itu, beberapa masyarakat
mengalihfungsikan lahannya untuk pembangunan perumahan.’®’

Adapun untuk faktor-faktor lainnya seperti faktor internal, dan eksternalnya
yaitu:

1. Faktor internal
Faktor internal yang biasanya teijadi Karema adanya bujukan keluarga
untuk mengalihfungsikan lahan sawah menjadiperumahan yang bertujuan
untiik meraih keuntungan, dari hasil sewa'tumah atau penjualan rumah.5®
Karena, lokasi Desa Tanjung Sclamat;Desa Lam Duro dan Desa Tungkop
setiap tahunnya terdapat erang-orang, luar daerah yang masuk dan tinggal
di area tersebut seperti, mahasiswa-mahasiswa baru yang akan
melanjutkan pendidikan-di-Universitas-Syiah-Kuala maupun Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry, Oleh katena itu, bujukan-bujukan dari orang lain

untuk mengalihfungsikan lahan menjadi perumahan cukup menarik dan

®Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Lam
Duro Pada Tanggal 28 April 2024

6’Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat
Pada Tanggal 08 Maret 2024.

%Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Lam
Duro Pada Tanggal 28 April 2024
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dapat meraih keuntungan tanpa bekerja serta tanpa memikirkan keadaan
mereka untuk kedepannya.
2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang terjadi biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi
masyarakat. Saat ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
petani Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop baik itu
kebutuhan pokok maupun”kebutuhan,tambahan semakin hari semakin
bertambah besat. Sebagian besar petani mengubah lahan pertaniannya
karena alasameckonomi.®” Bagi mereka, dengan mengalihfungsikan lahan
mereka menjadi perumahan dapat memperbaiki perekonomian mereka
unfuk kedepan.”’ Akan tetapi, ada juga dari mereka yang memang
mengalihfungsikan lahan mercka hanya semata-mata untuk memenuhi
kebutuhan tempat tinggal bagi orang-orang yang masuk ke desa mereka.”!
Selain itu, mercka juga memiliki pekerjaan lam sclain dibagian pertanian,
sehingga mereka \tidak tedalus khawatir santuk dampak yang akan

ditimbulkan dimasa yang akan datang.

C. Dampak Transformasi Lahan'Pertanian Menjadi Permukiman
Transformasi lahan “pertanian™ ke -non-pertanian pada umumnya
mempunyai dampak tersendiii;—baikitudampak positif maupun dampak
negatifnya. Apabila dilihat dari segi sosial-ekonomi, hal in1 cukup berdampak
besar bagi petant dalam perubahan kondisi sosial-ekonomi serta menyebabkan
petani kehilangan lahannya, sehingga sebagian besar berdampak pada turunnya

penghasilan bagi petani, dan petani tersebut akan merasa sulit untuk mendapatkan

®Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada
Tanggal 07 Maret 2024.

""Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat
Pada Tanggal 08 Maret 2024.

""Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan
TungkopPada Tanggal 28 Maret 2024.



53

pekerjaan lain yang bersifat formal. Hal ini terjadi disebabkan oleh peralihan
fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun pendapat dari pemilik lahan yang ada di Tanjung Selamat Bapak
“Irfan Maulana” menyatakan bahwa perekonomian masyarakat Tanjung Selamat
dikatakan stabil jika hasil pertaniannya dialihfungsikan menjadi permukiman,
kemudian perumahan tersebut disewakan kepada mahasiswa dan masyarakat
lainnya, maka setiap tahunnya perékonomiansmasyarakat Tanjung Selamat akan
stabil”.”?

Menurut«M:Miswar & M.Hamid menyatakan bahwa mata pencarian
masyarakat Tanjong Selamat rata-rata dibidang pertanian, sepetti sayur-mayur,
padi, danflain-lain. Kalau lahannya sudah dialihfungsikan, maka, penghasilan
yang didapat juga berkurang. Masyarakat yang dulu bisa panen setahun 2 kali,
setelah dijual tanahnya sekarang tidak ada lagi pendapatan.’?

Selain itu, yang terjadi di lingkungan sosialnya/ bisa saja berdampak
ataupun tidak berdampak sama sekali."Berikut ini/meripakan pernyataan dari
pemilik lahan yang sudah mengalihfungsikan lahannya menjadi permukiman.

Menurut “Irfan Maulana”" Selaku pemilik lahan menyatakan bahwa
dampak dari alihfungsi lahan beium,dirasakan, karena sekarang sudah banyak
perumahan “dan toko-toko yang .dibangun, Akan tetapi, kedepannya akan
berdampak negatif bagi banyak masyarakat dengan banyaknya penduduk yang
datang, apalagi setiap-tahun-mahasiswa-yang-masukeke-universitas yang tinggal
di Tanjung Selamat berjumlah ribuan orang. Hal ini akan menjadi dampak negatif

bagi masyarakat setempat maupun warga sekitar Tanjung Selamat.”

?Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada
Tanggal 07 Maret 2024.

3Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat
Pada Tanggal 08 Maret 2024.

"4Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada
Tanggal 07 Maret 2024.
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Menurut “M.Miswar dan M.Hamid.” Selaku pemilik lahan pertanian yang
di alihfungsikan menjadi permukiman bahwa “dampak dari alihfungsi lahan
pertanian itu secara pendapatan pertanian akan berkurang, karena tidak ada lagi
lahan pertanian khususnya di Tanjung Selamat™’>

Menurut “Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin” selaku pemilik lahan
pertanian Desa Lam Duro, mereka berpendapat bahwa “untuk sekarang dampak
dari peralihan fungsi lahan belumterlalu tetasa disekitar masyarakat Desa Lam
Duro, karena disana terdapat banyak petumahan, pertokoan dan sejenisnya hasil
dari alih fungsiJahan, persawahan. Kemungkinan besar, dampaknya akan terasa
di waktu yang akan datang”.’®

Secara umum, pemilik lahan tidak terlalu memperhatikan dampak yang
akan terjadi di masa yang akan datang. Ada yang beranggapan bahwa mereka
belum merasakan dampak apapun dari peralihan fungsi lahan ini. Sedangkan ada
juga yang beranggapan bahwa peralihan fungsi memiliki dampak terhadap
penurunan pendapatan bagi sebagiaf pemilik lahan. Secara tidak langsung,
dampak-dampak yang ‘akan, terjadi apabila /statuswilayah setiap tahunnya
memiliki péningkatan penduduk, dengan peningkatan pembangunan justru akan
berakibat fatal dikemudian hari}

Menurut salah seorang <pemilik. lahan yang ada di Desa Tungkop
beranggapan bahwa “peralihan fungsi sebenarnya tidak = dianjurkan oleh
pemerintah, karena haltersebut-cukupmembawaiesike-besar. Akan tetapi, karena
kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat setempat, membuat
masyarakat mengalihfungsikan lahan mereka untuk dijadikan sebagai

perumahan”.”’

>Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat
Pada Tanggal 08 Maret 2024.

"*Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Lam
Duro Pada Tanggal 28 April 2024.

""Hasil Wawancara dengan Muhammad Tkram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan Desa
Tungkop Pada Tanggal 28 April 2024.
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Adapun dampak perubahan fungsi lahan terhadap kesejahteraan petani
dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di Kecamatan
Darussalam ada 2 yaitu:

1. Dampak negatif

a. Berkurangnya lahan pertanian atau bahkan hilang

b. Penurunan hasil produksi dalam skala nasional

c. Peningkatan harga pangan yang jauh. lebih mahal

d. Penjualan lahan tidak produktif

2. Dampak positif

a. Meningkatkan perekonomian masyarakat

b. Meningkatnya harga jual perumahan

Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa peralihan lahan sawah untuk
pembangunan perumahan dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif.
Akan | tetapi, dampak yang ditimbulkan® lebih 'banyak dampak negatif
dibandingkan dengan dampak posiafs Hal ini dapat dilihat dari fakta dan data
yang ditemukan di lapangan, bahwa peralihan fungsi lahan pertanian telah
menyebabkan sempitnya lahan'pertanian yang dapat mempengaruhi ketersediaan
pangan dikemudian hari. Pezalihan lahan' sawah juga berdampak besar terhadap

kondisi perekonomian masyarakat, dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani.

D. Langkah-Langkah Strategis Yang Dilakukan Pemerintah di Kecamatan
Darussalam Untuk Melindungi Lahan Sawah Yang Berubah Menjadi
Kawasan Perumahan

Transformasi lahan pertanian menjadi non-pertanian semakin banyak
dilakukan dibeberapa daerah khususnya Kecamatan Darussalam tepatnya di Desa

Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop. Hal ini memberikan

dampak yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar. Peralihan fungsi lahan ini

juga dapat menurunkan luas tanah untuk kegiatan produksi pangan sehingga dapat

berpengaruh terhadap penyediaan pangan di masa yang akan datang. Selain itu,
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peralihan fungsi juga berdampak pada hilangnya atau berkurangnya lahan
pertanian serta hilangnya mata pencarian petani, sehingga menyebabkan
banyaknya pengangguran, dan pada akhirnya memicu permasalahan sosial
lainnya.

Adapun langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat
dan pemerintah khususnya Kecamatan Darussalam dalam melindungi lahan
sawah yang berubah menjadi kawasan perumahan yaitu:

1. Mengembangkan pajak tanah

Hal inisdapat. membantu untuk mencegah bamyaknya masyarakat

mendirikan bangunan dikawasan lahan pertanian produktif. Sehingga,

dengan adanya pajak progresif ini, maka masyarakat dapat menggunakan
kembali lahan-lahan yang kurang produktif untuk dijadikan kawasan
perumahan.

2. Membatasi alihfungsi lahan sawah yang masih produktif.

Alihfungsi lahan sawah yangmiasih produktif, serta masih berfungsi untuk

mendapatkan panen’ yang baik sebaiknyas tidak dianjurkan untuk

dialihfungsikan menjadi), kawasan" permukiman. Karenay, hal ini dapat
mengurangi jumlah pangan 'dikémudian hari. Oleh karena itu, pihak

Kecamatan Darussalam_ yaitu Bapak Burhanuddin menyatakan bahwa

“lahan sawah yang masih memiliki tanah yangsubur dan masih produktif

sebaiknya tidak-dialihfungsikan-menjadi--perumahan, karena dapat

menimbulkan kekurangan bahan pangan di kemudian hari. Sebaiknya,
jika masyarakat ingin membangun perumahan, maka lahan yang
digunakan lebih baik lahan yang tidak produktif, yang bertujuan untuk
meminimalisir dari hilangnya lahan produktif pangan”.”®

3. Alihfungsi lahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dan perizinan lokasi.

"8Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam
Pada Tanggal 03 Mei 2024.
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Masyarakat yang ingin mengalihfungsikan lahan seharusnya memiliki
izin dan mengikuti RTRW setempat. Oleh karena itu, pemerintah wajib
memperhatikan data-data yang diajukan oleh pemilik lahan. Jangan
sampai pemerintah mengizinkan masyarakat membangun dilokasi yang
produktif terutama lahan sawah. Hal ini dapat membantu untuk
mengurangi alihfungsi lahan menjadi kawasan perumahan. Seperti yang
dipaparkan oleh Bapak Buthanuddin'selaku pihak pemerintah Kecamatan
Darussalam yaifu “masyarakat yang ingin membangun perumahan atau
sejenisnya “wajib melakukan  verifikasi dari_spemerintah. Karena,
membangun bangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan perizinan
lokasi dapat berdampak terhadap jeratan hukum diwilayah setempat.
Alangkah baiknya jika masyarakat ingin membangun bangunan harus
memperhatikan izin terlebih dahulu, terutama sekali 1zin pembangunan di
kawasan yang lahan pertaniannya masih sangat produktif”.”’

4. | Membentuk Komisi pengendaliamalihfungsi lahan'baik ditingkat nasional,
provinsi maupun:Kabupaten/Kota, dengan Keputusan kepala daerah yang
bersangkutan.

Pembentukan komisi.pengendalian allihfungsi lahan ini bertujuan untuk
memantau perkembanganssuatu daerah, baik itu alihfungsi lahan produktif
maupun lahan kurang produktif. Hal ini berguna untuk meminimalisir
alihfungsi Secara-besar-besaran-yang-berdampak terhadap lingkungan
sekitar.

Adapun pendapat dari Bapak Burhanuddin yaitu “pemerintah yang ada
disuatu daerah harus bersedia untuk memantau perkembangan disetiap
kawasan. Pihak Pemerintah terutama di Kecamatan Darussalam memiliki
peranan yang cukup penting untuk memastikan tidak adanya

pembangunan ilegal yang dilakukan masyarakat, baik itu di lahan

"Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku Camat Kecamatan Darussalam Pada
Tanggal 03 Mei 2024.
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produktif maupun tidak produktif. Karena, hal ini akan sangat berdampak
dikemudian hari. Pemerintah juga harus berkoordinasi dan memberikan
pengetahuan serta aturan-aturan bagi masyarakat untuk senantiasa

menjaga dan melindungi lahan produktif untuk meningkatkan pangan”.®

E. Tinjauan Magasid Syari’ah Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian
Dari Perubahan Fungsi Lahan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah
Kecamatan Darussalam

Peralihan_lahan pertanian dilakukan dengan melepas manfaat lahan
garapan petafil, yang mana secara tidak langsung akan mengubah mata
pencahariaf masyarakat. Dengan perubahan mata pencaharian, maka akan
mengubah perolehan pendapatan masyarakat tani. Upaya masyarakat dalam
melakukan peralihan dengan ‘memanfaatkan lahan pertanian pada sektor lain
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pembangunan untuk fasilitas
umum, mendirikan bangtnan scbagai tempat tinggal/maupun tempat usaha.

Adanya praktik.alihifungsi lahai untuk pembangunan, mayoritas petani
yang memanfaatkan lahan sawah sebagai tempat untuk mencari penghasilan akan
merasa lebih banyak mendapatkan keuntungan dari sektor tersebut dibandingkan
sebelumnya. Hal ini dibuktikatrdari pernyataan-masyarakat pemilik lahan sendiri.

Menurut hasil wawancara-dengan-lifan.Maulana bahwa “perbandingan
dari hasil pendapatan yang didapat dari produksi pertanian dengan pendapatan
setelah peralihan fungsi, tentunya lebih mampu “untuk menstabilkan
perekonomian masyarakat Tanjung Selamat dengan cara pengalihan fungsi lahan
itu sendiri. Karena, banyaknya mahasiswa yang masuk setiap tahunnya. Hal ini

dikarenakan ketika masih bertani kondisi lahan sering mengalami permasalahan,

80Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam
Pada Tanggal 03 Mei 2024.
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seperti pengairan sawah yang tidak tercukupi untuk mendapatkan hasil bertani
dua kali dalam setahun”.®!

Menurut hasil wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid bahwa
“perekonomian masyarakat pastinya lebih stabil dibandingkan dengan menanam
padi, karena air irigasi tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, lahan pertanian
akan berkurang, dan juga mendapatkan kemudharatan seperti tergenangnya air
karena terbatasnya irigasi”.®

Menurut hasil wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin
bahwa “perckonomian juga akan stabil apabila lahan dialihfungsikan menjadi
perumahan. /Kemudian rumah-rumah tersebut akan disewakan kepada para
mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat lainnya. Hal in1 dapat mengurangi lahan
pertanian di kawasan Lam Duro serta irigasi pun akan berkurang dan'memicu
berkurangnya air irigasi akibat banyaknya pembangunan perumahan”.%3

Adapun menurut hasil wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul
Ikhsan menyatakan, bahwa ‘“masyarakat akan® mendapatkan kestabilan
pendapatan/perekonomian dengan alith “fungsi® lahan dibandingkan dengan
menanam gpadi. Akan tetapi, hal int dapat menyebabkan mudharat yaitu akan
mengakibatkan keterbatasan lahanpertanian;-lokasi sekitar bangunan perumahan
akan tergenang air dan memungkinkan_untuk banjir apabila terjadinya hujan
secara terus menerus dikawasan tersebut”.>*

Berdasarkan -kondisi-sesial-masyarakat-menunjukkan bahwa peralihan
fungsi lahan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari

sisi pembangunan maupun pendapatan. Namun dalam hal ini terdapat dampak

81Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Desa Tanjung Selamat Pada
Tanggal 07 Maret 2024.

8Hasil Wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid, Pemilik Lahan Desa Tanjung
Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024

8Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Desa
Lam Duro Pada Tanggal 28 April 2024

8Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan Desa
Tungkop Pada Tanggal 28 April 2024
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buruk terhadap pemenuhan pangan sebagai makanan pokok, hal tersebut dapat
menyebabkan banyaknya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, terutama bagi
masyarakat yang ekonominya terbatas akan merasa sangat berat dengan kenaikan
harga makanan pokok. Oleh karena itu, praktik alih fungsi lahan tersebut dapat
menurunkan hasil produksi pertanian bagi masyarakat khususnya Desa Tanjung
Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop, sehingga hal ini perlu penanganan
yang baik agar tidak mengancameketahanan pangan masyarakat suatu daerah.

Pemerintah dalam upaya menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk
ketahanan pangan bagi masyarakat mcrupakan hal yang.sangat penting, karena
apabila perspalan pangan terancam maka akan memberikan dampak buruk bagi
kehidupan masyarakat. Dalam ajaran agama Islam dituntun supaya tidak
menyebabkan kerusakan di muka bumi terhadap lingkungan hidup serta:dengan
terpenuhinya pangan untuk kemaslahatan umat. Hal ini telah diatur dalam konsep
maqasid syart ah, karena tujuan. dari ‘maqasid syart ah untuk mewujudkan
kesejahteraan umat di dunia maupuaddi akhirat.

Dalam magqasid syarah terkait praktik peralihan fungsi lahan pertanian
untuk pembangunan harus didasarkan dengan kemaslahatan masyarakat, karena
kemaslahatan akan menjadi tujuandalanaSyariat Islam. Adanya peraturan tentang
alih fungsi lahan pertanian tentunya,akan.berpengaruh terhadap konsep magqdasid
syari ah khususnya dalam aspek hifdzil brah, akan tetapi peralihan fungsi lahan
tersebut belum tentu-dapat-menjamin-pemeliharaan-terhadap lingkungan. Karena
ketika sudah ada pembangunan di wilayah pertanian, maka lingkungan tersebut
akan tercemar dengan limbah rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan
terganggunya lingkungan hidup masyarakat di sekitar.

Lahan pertanian di Kecamatan Darussalam dapat dimanfaatkan sebagai
lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang dapat berdampak di
masa akan datang. Sedangkan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian
masih dapat dikondisikan dengan tingkatan kebutuhan masyarakat. Oleh karena

itu kemaslahatan orang banyak harus lebih diutamakan meskipun ada kalangan
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yang merasakan mafsadatnya, karena praktik alih fungsi lahan pertanian tersebut
memiliki mafsadat terhadap kondisi lingkungan maupun masyarakat banyak.

Perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada
lahan pertanian harus dihindari, hal ini dikarenakan lahan tersebut harusnya dapat
dimanfaatkan untuk bertani yang akan memenuhi ketersediaan pangan. Namun
dengan dilakukannya pembangunan akan membatasi pangan bagi orang banyak,
sedangkan orang yang melakukakan pembangunan tersebut hanya merasakan
manfaatnya untuk diri/sendiri. Adapun dari kondisi lahan pertanian juga akan
berdampak dengan“terjadinya pembangunan, yakni seperti,dapat merusaknya
keseimbangan lingkungan, karena lahan sawah yang terdapat pembangunan di
sekitarnyd akan mudah tercemar serta akan menghambat pengairan sawah,
sehingga merugikan petani lain. Padahal dalam Syari’at Islam telah ditegaskan
agar menjaga kelestarian lingkungan hidup, hal ini dikarenakan memelihara
lingkungan merupakan upaya manusia untuk menciptakan kemaslahatan dan
mencegah kemudharatan.

Menurut keterangan ‘dari pemilik lahanM.Miswar & M.Hamid bahwa
“ketika penduduk padat dikawasan tersebut{yang sudah dijadikan perumahan,
banyak sekali lahan lainnya.yangmmengalamt banjir, lahan sering tergenang air
yang diakibatkan oleh saluran aie yang.berkurang, sehingga membuat genangan
air dimana-mana”.®

Konsep magashid=syari-ah-juga-dijelaskan-agai selalu mengutamakan
pada kemaslahatan umat. Dengan demikian setiap kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah terkait masyarakat harus untuk kemaslahatan orang banyak bukan
hanya untuk kalangan tertentu saja. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai
pemimpin masyarakat dalam menentukan arah kebijakan untuk kehidupan

masyarakat harus memperhatikan kemaslahatan bersama.

8Hasil Wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid, Pemilik Lahan Desa Tanjung
Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024.
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Menurut hasil wawancara bersama Bapak Burhanuddin selaku asisten
camat Kecamatan Darussalam menyatakan bahwa “masyarakat yang ada di 3 desa
seperti Tanjung Selamat, Lam Duro dan Tungkop pada dasarnya
mengalihfungsingkan lahan mereka karena memiliki masalah pada air irigasi
yang tidak lancar, sehingga mereka hanya berharap pada air hujan untuk
digunakan pada lahan pertanian mereka. Oleh sebab itu, dengan dibangunnya
perumahan tersebut, memungkinkan merekawuntuk dapat menambah pendapatan
dari pada lahan dibiarkan tidak terpakai (lahan tidak produktif). Pihak kecamatan
juga sangat mendukung masyarakat untuk terus bertani bagaimanapun
kondisinya. Masyarakat yang memiliki lahan pertanian akan terus didukung oleh
pihak pemerintah setempat. Setiap tahun ' pemerintah kecamatan turun ke
lapafigan untuk bersosialisasi supaya tidak ‘ada tanah produktif pertanian
dibiarkan begitu saja. Pemerintah tidak akan membiarkan lahan pertanian
produktif dialihfungsikan menjadi ‘kawasan perumahan, karena akan
menimbulkan masalah yang besar digKemudian harit Oleh sebab itu, pemerintah
hanya membiarkan masyarakat khususnyayang memiliki lahan yang sudah tidak
produktif yuntuk dijadikan sebagai kawasan yang bisa dibangunsperumahan, di
samping | tidak membawa kemudharatan ~bagi masyarakat sekitar, karena
masyarakat' yang memiliki Jahan ,yvang  tidak produktif cenderung tidak
mendapatkan hasil panen, dari yang sebelumnya mendapatkan hasil panen 2 kali,
sekarang hanya mendapatkan-i-kali-saja-bahkan-hampii-tidak ada. Hal ini dapat
mengganggu perekonomiandari masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah
khususnya di Kecamatan Darussalam membiarkan masyarakat membangun
perumahan di lahan yang tidak produktif yang bertujuan untuk menambah
pendapatan masyarakat setempat”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa lokasi Desa Tanjung Selamat,

Desa Lam Duro dan Desa Tungkop memiliki beberapa permasalahan apabila

8Hasil Wawancara dengan Burhanuddin selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam
Pada Tanggal 03 Mei 2024.
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pembangunan dilakukan secara terus menerus dilokasi tersebut. Pada konsep
maqashid syari’ah sudah sangat jelas bahwa apabila suatu hal memiliki dampak
negatif bagi lingkungan sekitar, maka hal tersebut tentunya dilarang oleh Syari’at
Islam. Karena, magashid syari'ah mengajarkan bahwa berbuat sesuatu bukan
hanya memikirkan diri sendiri. Akan tetapi, juga harus memperhatikan

lingkungan sekitar dan pastinya gtidak menimbulkan kerugian ataupun

kemudharatan bagi orang lai

lllllllllll
------------

AR-RANIRY



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap preferensi
pemilik sawah mentransformasi lahan sebagai kawasan permukiman di
Kecamatan Darussalam, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Upaya dan langkah-langkah strategi yang'dilakukan oleh masyarakat dan
pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk melindungi lahan sawah
menjadi swilayah perumahan yaitu ada empat (4) upaya dan langkah-
langkah strategi dalam mengurangi alihfungsi lahan yaitu (1)
mengembangkan pajak tanah progresif, (2) membatasi alihfungsi lahan
sawah yang masih produktif, (3) Alihfungsi lahan harus sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi, (4)
Membentuk komisi pengendalian alihfungsi lahan baik ditingkat nasional,
provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan Keputusan kepala daerah yang
bersangkutan.

2. Dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap kesejahteraan petani dan
keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di Kecamatan
Darussalam memiliki dampakimégatifya seperti (1) berkurangnya lahan
sawah untuk bertani, (2} menurunnya hasil produksi dalam skala nasional
dan (3) membuat harga pangan jauh lebih mahal. Sebaliknya, untuk dampak
positifnya yaitu (1) meningkatkan perekonomian masyarakat dan (2) dapat
meningkatkan harga jual perumahan. Beberapa pemilik lahan ada yang
beranggapan bahwa sampai saat ini mereka tidak terdampak apapun,
mereka mendapatkan banyak keuntungan dari peralihan fungsi, karena
setiap tahunnya masuk penduduk baru termasuk mahasiswa yang akan
menempuh pendidikan dan menyewa perumahan diarea tersebut, dan ada

juga yang menyatakan dengan peralihan fungsi, pendapatan jadi berkurang,
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dan pastinya sudah berbeda dari sebelum peralihan fungsi lahan. Pihak
Pemerintah Kecamatan Darussalam menegaskan bahwa peralihan fungsi
hendaknya memiliki izin dan mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) setempat. Bukan hanya itu, masyarakat yang melakukan alih
fungsi lahan menjadi perumahan diharapkan tidak menggunakan lahan
produktif, karena hal tersebutsdapat memicu permasalahan pangan
dikemudian hari.

3. Perlindungan fungsi lahan pertanian dari lahan, sawah menjadi wilayah
perumahan®dalam perspektif magasid syari ah sangat berdampak dan
merugikan lingkungan sekitar seperti halnya membuat lahan orang lain
tergénang sampai bertahun-tahun yang diakibatkan oleh kurangnya saluran
air dan itu membuat kemudharatan bagi orang lain. Konsep magasid
syari’ah juga menyatakan Supaya membuat sesuatu itu bukan hanya
memikirkan keuntungan pribadi, ‘melainkan juga selalu mengutamakan

pada kemaslahatan masyarakat:sekata.

B. Saran
Adapun saran yang dapat peneliti Sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Petani hendaknya tidak~melakukan alth-fungsi lahan pertanian menjadi
kawasan_ perumahan-dan-tetap-mempertahankan lahan pertanian yang
dimiliki serta meningkatkan hasil pertaniannya.

2. Pemerintah hendaknya terus bersosialisasi kepada masyarakat mengenai
aturan tentang alih fungsi lahan pertanian serta dampak-dampak yang akan
terjadi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tanpa langsung
menyetujui maksud mereka untuk membangun perumahan.

3. Bagi masyarakat yang memiliki lahan supaya tidak mengambil tindakan
berdasarkan untuk keuntungan pribadi semata, melainkan juga harus

memikirkan kemaslahatan bersama serta untuk menjaga kestabilan pangan.
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